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ABSTRAK
FAQIA SYIFULLINAS
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Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konsistusi bertujuan untuk
mewujudkan prinsip checks and balace, Salah satunya yaitu mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan
keterlibatan Komisi Yudisial dalam keaggotaan Majelis kehormatan Mahkamah
Konsistusi yang diajukan oleh Ignatius Supriyadi yang berprofesi sebagai
advokat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang
fokus pada objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor
56/PUU-XX/2022 Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah
pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus
Keterlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi
Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data
primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konsistusi Nomor
56/PUU-XX/2022.

Berdasarkan hasil analisis, Untuk dapat mewujudkan sifat independensi
dan imparsialitasnya Hakim Konsistusi menyatakan Tidak lagi Melibatkan
Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
Konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca putusan
tersebut, Komisi Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari keanggotaan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi yang pada saat ini kewenangannya hanya
Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah
Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kata Kunci: Analisis Putusan MK, Komisi Yudisial Dalam Majelis Kehormatan
Mahkamah Konsistusi, Konsep Pengawasan Komisi Yudisial.
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi istilah-istilah Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini berpedoman di Surat Keputusan bersama antara Menteri agama serta Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 158 tahun 1987 nomor 0543 b/U/1987

tanggal 10 September 1987 perihal pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
< ta T Te
< sa S es (dengan titik di atas)
d jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha
2 dal D De
A zal Z zet (dengan titik di atas)
0 ra R Er
D za Z Zet
o sin S Es
o syin Sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)

Xi




o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain koma terbalik keatas

¢ gain G Ge

< fa F Ef

3 gaf Q Ki

4 kaf K Ka

J lam L El

N mim M Em

o nun N En

L wawu w We

] ha H Ha

s hamzah ' Apostrof

@ ya Y Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Transliterasi satu kata bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama

f fathah A A
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) Kasrah | |

) damah U U

Kosakata rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

huruf vokal dan angka, serta transliterasinya berupa gabungan angka,

seperti:
Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
G Fathah dan ya Ai adan i
3 Fathah dan Au adan u
wawu
Contoh: <X -kaifa Jds  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya adalah vokal dan huruf,

transliterasinya adalah huruf dan lambang, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
a dan garis di
fathah dan alif
2 A atas
I dan garis di
Kasrah dan ya
&g I atas
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damah dan u dan garis di

Iy wawu U atas
Contoh
Jé rqala Jé s qila
=0 Jrama Js&  ryaqiilu

4. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbatah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan farakatfathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:
Jub Y as,, Raudah al-Afal
5 siall dapaall al-Madinah al-Munawwarah
dalh Talhah
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5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau Tasydid, yang diwakili dalam alfabet Arab dengan karakter
Syaddahatau Tasydid. Tanda Syaddah diwakili dalam transliterasi ini dengan

huruf yang identik dengan yang ditandai dengan tanda Syaddah.

Contoh:
L5 s rabbana
Ji ‘ nazzala

6. Kata Sandang
Dalam bahasa Arab, kata sandang dikenal dengan satu huruf saja,
yaitu J| tetapi dalam transliterasi dibedakan antara dua kata sandang yang
didahului huruf Syamsiyyah dan yang didahului huruf Qamariyyah.

1) Kata sandang yang muncul setelah huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan kata, artinya huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang muncul setelah kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:
da)l al-rajulu

A8l :al-galamu
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7. Hamzah
Telah disebutkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal Kkata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal ) Akala
Hamzah di tengah Osxal ta’khuz|ina
Hamzah di akhir e 5l an-nau’u

8. Penulisan Kata
Intinya setiap kata, termasuk fi'il, isim, juga huruf, ditulis secara terpisah.
Abjad Arab dapat digunakan untuk menulis beberapa kata yang biasanya
digabungkan dengan kata lain karena huruf atau vokal dihilangkan; namun,
transliterasi ini dapat digunakan untuk menulis kata-kata ini dengan dua cara
berbeda; dapat dibedakan satu sama lain dan bahkan satu sama lain dengan

kata-kata. tetapi penulis memilih untuk menulis kata demi kata.

Contoh:
RO sl il ol . wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Ol el U ) 58 518 . fa aufii al-kaila waal-mizan

9. Huruf Kapital
Terlepas dari kenyataan bahwa sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,

karakter ini ditransliterasikan menggunakan transliterasi ini. Penggunaan
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huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut,

bukan hurufawal kata sandang.

Contoh:
J sy Y asalay Wa maMuhammadun illa rasiil.
Crall 38V o) il Wa lagad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Di tengah kebingungan tentang keadaan peradilan Indonesia yang
masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, muncul
gagasan amandemen ketiga untuk membawa kekuasaan kehakiman dalam
satu atap berkembang menjadi komitmen bersama. Karena terkadang
kehadiran kekuasaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan monopoli
kekuasaan kehakiman, maka perlu adanya suatu organisasi yang dapat
menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaan tersebut, lembaga negara seperti
Komisi Yudisial memiliki harapan tersebut.

“Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat, dan perilaku hakim” merupakan atribusi kewenangan yang
diberikan kepada Komisi Yudisial Indonesia berdasarkan Pasal 24B ayat 1
UUD 1945. Komisi Yudisial, di sisi lain, tidak memiliki kewenangan
yudisial atas persidangan, tetapi Ketentuan ini memberi Komisi Yudisial
dua kekuasaan utama yakni, mengangkat hakim Mahkamah Agung serta
menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.?

Salah satu alasan munculnya ide pembentukan Komisi Yudisial

adalah kekacauan akibat mafia hukum dan lemahnya pengawasan internal

! Abdurrahman Saleh, Dkk, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial (Jakarta: Pusat Data
Dan Pelayanan Informasi, 2012), him. Xi.

“ Aidul Fitriciada Azhari, Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim
Berintegritas (Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), him.
1.



lembaga peradilan. Akibatnya, muncul persepsi ketidakpercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, hakim harus
diawasi agar tidak melanggar aturan bagi hakim di lembaga selain
Mahkamah Agung atau kode etik.?

Kehadiran Komisi Yudisial menjadi lembaga pengawas eksternal
kekuasaan kehakiman, artinya “supaya menyertakan masyarakat Indonesia
diluar struktur resmi lembaga legislatif pada proses penetapan, penilaian
kapabilitas dan kemungkinan pemberhentian hakim”. Keberadaan Komisi
Yudisial memberi harapan baru bagi para pencari keadilan untuk
terciptanya forum peradilan yang jujur dan karismatik, tetapi setelah
terbentuknya Komisi Yudisial tidak berarti ploblem hukum selesai begitu
saja. Persoalan dan problem yang berkaitan dengan korelasi antara Komisi
Yudisial dengan Mahkamah konsistusi maupun dengan Mahkamah agung
pun timbul.*

Salah satunya adalah keterkaitan antara Komisi Yudisial dengan
Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga Indonesia yang
memiliki kewenangan melakukan pengujian terhadap undang-undang.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-
undang yang bertentangan dengan konstitusi. Asumsi yurisdiksi
konstitusional, atau aturan tertinggi yang menopang kegiatan negara dan

menjadi parameter untuk mencegah negara bertindak sewenang-wenang,

% pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

* Taufik Nurohman, “Dinamika Relasi Kelembagaan Antar Komisi Yudisial dengan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konsistusi Dalam Pengawasan Hakim”, Jurnal lImu Politik dan
Pemerintahan, Vol. 1, no. 4, 2014, him. 489.



menjadi landasan bagi sistem pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi menimbulkan harapan positif dalam
mewujudkan prinsip check and balances, yang mengikat semua lembaga
negara dalam satu hierarki agar dapat saling mengimbangi dalam
penyelenggaraan negara. Dalam konteks lingkungan ketatanegaraan
Indonesia yang telah lama dijajah oleh sistem pemerintahan yang otoriter
dan elitis pada masa Orde Baru dan kerap melahirkan dual deskripsi
konstitusi, atau positivis-instrumentalistik, yang artinya mengandung
materi yang melihat lebih pada tujuan sosial dan politik para pemegangnya
serta kekuasaan atau materi yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan
maksud dan tujuan rencana pemerintah, Maka dari itu hadirnya MK
sangatlah penting.’

Pengawasan berkenaan dengan Hakim Konstitusi pertama kali
dilakukan oleh Komisi Yudisial, Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, disebutkan bahwa Komisi Yudisial berhak melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjunjung tinggi
harkat dan martabat serta menjaga perilaku hakim.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 005/PUU-
IV/2006 mengakhiri kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi

Hakim Konstitusi. Di negeri ini, MK menegaskan dirinya sebagai lembaga

® Ni’matul Huda dan Sri Hastuti P, “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam
Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 3, no.
19, 2012, him. 338.



yang independent dari lembaga lain dengan menyatakan bahwa hakim
konstitusi tidak berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial.

Ketika memutuskan permohonan uji materi Undang-Undang
Komisi Yudisial pada 23 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi mencabut
kewenangan tersebut, sehingga fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan
pengawasan KY “mati ditangguhkan”. Di satu sisi, putusan MK justru
memperlambat laju pembersihan yudisial di KY. Penghapusan fungsi
pengawasan eksternal hakim jelas “menyenangkan” bagi para mafia
peradilan di tengah suramnya kondisi peradilan. Bagaimanapun, dari satu
sisi harus diakui bahwa pilihan Mahkamah konsistusi dapat memberikan
peluang yang potensial untuk memperbaharui Undang-Undang Komisi
Yudisial yang mengandung begitu banyak kekurangan dan sangat lemah.

Komisi Yudisial memang memiliki pekerjaan yang sulit, namun
sangat disayangkan bahwa mereka tidak dibekali dengan perangkat hukum
yang kuat sejak awal, karena hasil pembersihan korup pengadilan masih
jauh dari yang diharapkan. Aturan pengawasan Undang-Undang Komisi
Yudisial goyah, tumpang tindih dengan Undang-Undang lain, dan sangat
membatasi kewenangan KY. Akibatnya, Mahkamah Agung sebagai
otoritas kehakiman tertinggi secara konsisten mengabaikan atau bahkan
menentang keras tindakan KY. Contoh syarat lemahnya adalah: Pertama,
tentang pemeriksaan hakim terhadap dugaan pelanggaran, Jika sulit untuk
menghadiri panggilan, bagaimana bisa memeriksa seorang hakim. Ada

sejumlah hakim, termasuk hakim agung, di antara mereka yang dipanggil



oleh KY, yang sengaja memilih untuk tidak hadir atau diberitahu untuk
tidak hadir oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 22 ayat 3 Undang-
Undang Komisi Yudisial menyatakan bahwa badan peradilan atau hakim
harus memberikan keterangan yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam
waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan. Penolakan pemeriksaan oleh
Komisi Yudisial jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang
tersebut.

Dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, seluruh
komponen Komisi Yudisial berupaya mengembalikan kewenangan yang
ditetapkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sayangnya,
kerja keras itu tidak memenuhi harapan antara tahun 2005 dan 2010
hingga estafet kepemimpinan, Setelah periode pertama yang berakhir pada
20 Desember 2010, Komisi Yudisial berubah. Upaya yang dilakukan pada
periode pertama untuk menuntaskan revisi UU Nomor 22 Tahun 2004
pertama kali membuahkan hasil pada periode kedua. Terbitnya UU No. 18
tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Pada tahun
2011 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada Komisi
untuk menggunakan kembali kewenangan tersebut guna memperkuat
kewenangan tersebut. Perubahan ini sangat diinginkan selama lima tahun
terakhir. Hal ini yang membawa pada meningkatnya wewenang dan

tanggung jawab Komisi Yudisial.®

® Abdurrahman Saleh, Dkk, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial (Jakarta: Pusat Data
Dan Pelayanan Informasi, 2012), him. 6-7.



Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011,
kewenangan Komisi Yudisial tidak mencukupi dalam tugas dan fungsinya
karena masih memerlukan tindakan tambahan dari lembaga lain. Misalnya,
ketika memilih calon untuk menjabat di Mahkamah Agung. Merupakan
tanggung jawab dan kewenangan Komisi Yudisial untuk memberikan
saran kepada hakim Mahkamah Agung. Namun, DPR akhirnya menolak
usulan Komisi Yudisial tersebut. Meski sejumlah tokoh masyarakat
terlibat dalam proses seleksi, DPR sempat tidak menyetujui nama-nama
yang diajukan hasil seleksi Komisi Yudisial.

Bahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi
Yudisial memberikan tambahan “amunisi” kepada Komisi Yudisial berupa
permintaan bantuan aparat penegak hukum untuk penyadapan. Komisi
Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan
penyadapan dan merekam percakapan dalam hal adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Tata Tertib Hakim oleh hakim dalam
rangka melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan
perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-
Undang ini.

Namun pada senin 20 Juni 2022 Mahkamah Konsistusi kembali
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dimana Mahkamah



Konstitusi tidak lagi memasukkan satu pun anggota pimpinan Komisi
Yudisial ke dalam keanggotaan Dewan Kehormatan. sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 27A ayat (2) b Undang-Undang Mahkamah
Konsistusi, Mahkamah menilai fakta bahwa salah satu anggota KY
menjadi unsur Majelis Kehormatan MK bertentangan dengan putusan MK
sebelumnya. Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata
menegaskan MK adalah kekuasaan yg merdeka, sebagai akibatnya pada
melaksanakan wewenang justisialnya lembaga peradilan tak dapat diawasi
oleh lembaga negara yg lain. Jika KY tetap menjadi anggota tetap Dewan
Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan ikut menilai (mengawasi)
kemampuan hakim konstitusi, pada akhirnya akan menjadikan Hakim
Konstitusi tetap subjek pengawasan KY.

Berdasarkan pada pertimbangan utama hakim, keanggotaan
Majelis Kehormatan MK tidak lagi menyertakan Komisi Yudisial
sebagaimana yg ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-
Undang Mahkamah Konsistusi. Namun, supaya tidakmenimbulkan
kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan MK (stagnan) dari salah
satu anggota sebelum dilaksanakannya perubahan oleh legislatif, bahwa
“Mahkamah dapat memilih pelaksana unsur yang berasal dari KY dengan
seorang unsur tokoh masyarakat yg mempunyai totalitas penuh yang tahu
aturan serta konstitusi dan tidak menjadi anggota asal partai politik

manapun dalam rangka meneguhkan perilaku objektif dan independen



keanggotaan Majelis Kehormatan MK kelak”.” dalam perkara diatas ada
perbedaan pendapat (dissenting opinion) Hakim MK Saldi Isra yg
mempertimbangkan bahwa perkara konstitusional Komisi Yudisial
menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi bergantung
pada model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi itu
sendiri, namun di model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konsistusi bersifat ad hoc yg hanya dibuat ad interim, yang manfaatnya
untuk menindak lanjuti laporan mengenai pelanggaran berat yg dilakukan
hakim konsistusi selama ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi
hanya penekanan menindaklanjuti serta mempelajari laporan terhadap
masalah yang di usulkan saja bukan untuk mengawasi hakim setiap
harinya selain itu keberadaan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan
Mahkamah Konsistusi tidak pernah mengalami persoalan kostitusional,
kemudian melibatkan hakim aktif sebagai keliru satu anggota Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi adalah sesuatu yg problematik dan
seharusnya Mahkamah Konsistusi Menolak permohonan a quo tersebut.
Maka dari itu, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji, implikasi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis
hakim, serta putusan hakim, landasan hukum, dan berbagai alasan hakim,
inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji
dalam skripsi dengan judul : KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL

SEBAGAI PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAIJELIS

" Salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022.



KEHORMATAN MAHKAMAH KONSISTUSI (Studi Terhadap Putusan
MK Nomor 56/PUU-XX/2022)
. Definisi Operasional
Definisi operasional peneliti terhadap judul skripsi ini bertujuan
untuk memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas dalam tugas
dan menghindari kesalah pahaman tentang judul. Berikut ini adalah
definisi operasional dari judul:
1. Komisi Yudisial
“Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Komisi Yudisial, Komisi
Yudisial merupakan lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Menurut Pasal 24B (1) Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah badan
independen yang berwenang mengusahakan emansipasi hakim
bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim”.?
Komisi Yudisial “berwenang mengusulkan pengangkatan
Hakim Agung dan badan-badan lain yang berkaitan dengan
pemeliharaan dan penjagaan kehormatan, martabat, dan perilaku
Hakim”. Komisi Yudisial bukan merupakan bagian dari kekuasaan
kehakiman. Namun, komisi yudisial memiliki tugas sehubungan
dengan kekuasaan kehakiman. Akibatnya, Komisi Yudisial dapat
disebut sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk secara

konstitusional yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.

®Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Jakarta: LP3ES, 2007), him. 117.
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2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2014, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan “Majelis Kehormatan Mahkamah
Konsistusi yang selajutnya disebut MKMK dibentuk oleh untuk
melindungi etika hakim konstitusi sehubungan dengan laporan dugaan
pelanggaran berat oleh hakim yang diduga, yang disampaikan oleh
Komite Etik”.°

3. Putusan Mahkamah Konsistusi

Putusan Mahkamah konstitusi yang peneliti maksud adalah
putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang keikutsertaan Komisi
Yudisial sebagai pengawas hakim konsistusi dalam Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi. dimana salah satu hakim yaitu
Saldi Isra memiliki pendapat yang berbeda, menimbang bahwa seorang
anggota Komisi Kehakiman tidak dapat menjadi anggota pada saat
dibentuknya MKMK tetap. Namun sebaliknya, ketika memposisikan
MKMK sebagai fungsi Majelis Kehormatan sebelum disahkannya UU
7/2020, maka pencabutan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota
berarti sesuatu yang inkonstitusional. MKMK tidak dapat dibenarkan
dengan pemaknaan “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial sebagai 1
(satu) orang yang berasal dari unsur masyarakat, berbadan utuh dan
memahami hukum dan konstitusi serta bukan anggota golongan

politik”, tanpa terlebih dahulu menetapkan jenisnya, ad hoc atau

%Salinan peraturan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
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permanen. Selain itu, kehadiran satu (orang) anggota MKMK yang
berasal dari hakim konstitusi aktif dapat melahirkan strategi baru
dalam penerapan kode etik dan pedoman pemilihan hakim konstitusi.
Menurut Pasal 27A Ayat (2) UU 7/2020, MKMK sebenarnya memiliki
potensi, keinginan untuk menegakkan Kode Etik, dan untuk
melemahkan Kode Etik Mahkamah Konstitusi, deskripsi pada pasal ini
jenis yang tidak jelas, apakah ad hoc atau permanen dengan
menggunakan pendekatan yang luas dan komprehensif.*

Dalam penelitian ini dikarenakan memfokuskan pada kajian
hukum atas putusan dari Mahkamah Konsistusi yang mana sasaran
utamanya adalah dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan
hakim sehingga memutuskan perkara ini serta konsep bagaimana yang
harus diterapkan komisi yudisial sebagai pengawas kehakiman pasca
putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa
persoalan menarik yang perlu diteliti:
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah
Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas
hakim pasca putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-

XX[2022?

19 salinan Putusan Mahkamah Konsistusi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022.
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang
sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam
menetukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk mengetahui konsep keterlibatan komisi yudisial sebagai badan
pengawas kehakiman pasca putusan Mahkamah Konsistusi Nomor
56/PUU-XX/2022.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara
teroritis dan praktis:
1. Secara teoritis
a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses
dan prosedur hakim dalam memutuskan suatu perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

b. Memberikan penggambaran mengenai konsep ideal keterlibatan
Komisi Yudisial sebagai pengawas kehakiman pasca di keluarkan

putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022.



2. Secara Praktis
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a. Memberi manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya

b. Menjadikan para pembaca untuk tahu bagaimana metode yang

digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Memberikan Pandangan Baru kepada para Legislatif, Eksekutif

Dan Yudikatif.

Supaya dalam membuat produk hukum,

melaksanakan produk hukum, serta memutuskan perkara hukum,

Agara tidak melihat dari satu sudut pandang saja tetapi tetap

mengutamakan hal yang lebih besar manfaatnya.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka adalah untuk menunjukkan

metode dalam menyelesaikan masalah penelitian. Karena itu, peneliti

harus mengetahui karya peneliti lain, sehingga memungkinkan peneliti

untuk menyiapkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensi

Setelah peneliti

melakukan observasi

f.ll

dan kajian literatur peneliti

menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi

dan artikel ilmiah yang materi penelitian serupa dengan penelitian ini

yaitu:

No

Nama Penulis dan
judul skripsi/jurnal

tahun

Persamaan

Perbedaan

1 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Presa, 2016), him.

112.
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Riyadi Solihin,
“Tinjauan  Yuridis

Putusan Mahkamah

tema yang diangkat
sama dengan Yyang

peneliti teliti karena

perbedaan dalam
perkara yaitu No.

005/PUU-1V/2006

Konsistusi No. | sama-sama membahas | yang peneliti teliti
005/PUU-IV/2006 | tentang putusan MK | No.56/PUU-
Tentang yang berhubungan | XX/2022. Dan
Pengawasan Hakim | dengan komisi | pembahasan yang
Oleh Komisi | yudisial. peneliti teliti
Yudisial” tentang
keterlibatan komisi
yudisial dalam
keanggotaan
MKMK
Setyo utomo, | meneliti tentang | perbedaan  dalam
“Tinjauan Yuridis | Putusan ~ Mahkamah | perkara yaitu No.
Terhadap Pengawas | Konsistusi yang | 005/PUU-IV/2006
Hakim Oleh | berhubungan tentang | yang peneliti teliti
Komisi ~ Yudisial | Kewenangan Komisi | No.56/PUU-
Pasca  Keluarnya | yudisial. XX/2022. Dan

Putusan Mahkamah
Konsistusi  Nomor

005/PUU-1V/2006

pembahasan yang
peneliti teliti

tentang
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Atas Undang- keterlibatan komisi
Undang Nomor 22 yudisial dalam
Tahun 2004 keanggotaan
Tentang Komisi MKMK.
Yudisial”.

Rabiatul Adabia | Sama-sama membahas | mengenai

Zahra, “Efektifitas | tentang Majelis | keterlibatan
Pengawasan Hakim | Kehormatan Komisi  Yudisial
Konsistusi Oleh | Mahkamah Konsistusi | dalam Majelis
Dewan Etik Dan | atau MKMK. Kehormatan
Majelis Mahkamah
Kehormatan Konsistusi.
Mahkamah

Kosistusi”

Achmad Arif |, | Membahas  tentang | perbedaan dalam
Affrizal Berryl | putusan ~ Mahkamah | perkarapeneliti
Dewantara, Konsistusi yang | teliti  No.56/PUU-
“Analisis  Putusan | berkaitan dengan | XX/2022.pembaha
Mahkamah Komisi Yudisial san yang peneliti
Konsistusi No. teliti tentang

005/PUU-IVV/2006
(Berdasarkan Asas

Nemo Judex

keterlibatan komisi
yudisial dalam

keanggotaan
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Idoneus In Propria MKMK
Causa Dan Prinsip

Istiglal Qadha)”

Berikut penjelasan kajian pustaka diatas:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Riyadi Solihin mahasiswa
Prodi Hukum Tata Negara UIN MAULANA HASANUDDIN yang
berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.005/PUU-IV/2006 perihal pengawasan HAKIM oleh
KOMISI YUDISIAL” yg mengangkat tema perihal putusan Mahkamah
Konsistusi tentang pengewasan kehakiman oleh komisi yudisial dari
peneliti tema yg diangkat sama dengan yang peneliti teliti sebab sama-
sama membahas perihal putusan MK yg berkaitan komisi yudisial. Namun
mempunyai perbedaan dalam perkara sehingga majelis hakim mempunyai
kajian hukum yang berbeda dengan putusan yang peneliti teliti.*?

Penelitian kedua vyaitu berjudul “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP pengawasan HAKIM oleh KOMISI YUDISIAL PASCA
keluarnya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 005/PUU-
IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG Nomor 22 TAHUN 2004 tentang
KOMISI YUDISIAL” yang diteliti oleh Setyo Utomo yang berasal
Fakultas hukum Universitas Jember. pada penelitian ini mempunyai

hubungan dengan yang peneliti teliti yaitu kaitannya dengan Putusan

12Riyadi Solihin, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konsistusi nomor 005/PUU-
IV/2006”. Skripsi. (Banten, UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2018), him. 70.
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Mahkamah Konsistusi yang berhubungan dengan wewenang Komisi
Yudisial. Penelitian ini memiliki perbedaan berkaitan dengan putusan yg
peneliti teliti yaitu putusan untuk ke tiga kalinya berkaitan kewenangan
komisi yudisial. ™3

Penelitian ketiga yaitu berjudul “EFEKTIFITAS PENGAWASAN
HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI” yg diteliti oleh Rabiatul
Adabia Zahra berasal Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. dalam penelitian ini mempunyai korelasi dengan
peneliti teliti sebab meneliti tentang Majelis Kehormatan Mahkamah
Konsitusi, tetapi memiliki perbedaan menggunakan yg peneliti teliti yaitu
tentang Kketerlibatan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan
Mahkamah Konsistusi serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.™

Penelitian yang keempat yang saya observasi melalui kajian
literatur ialah “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
005/PUU-IV/2006 (BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS
IN PROPRIA CAUSA DAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA)” yang diteliti
oleh Achmad Arif, Affrizal Berryl Dewantara, dalam jurnal, pada
penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

N0.005/PUU-1V/2006 yang menguji UU Komisi Yudisial tentang

13Setyo Utomo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial
Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 005/PUU-1V/ Atas Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial®“. Skripsi. (Jember, Universitas Jember, 2012),
him. 89.

“Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik
Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi”. Skripsi. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta,2018), him. 97.
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penggunaan frase “Hakim dan Hakim Konstitusi” menjadi pokok bahasan
kajian ini yang mengundang perdebatan. Hakim Agung meminta agar
undang-undang ini ditinjau ulang karena menilai pengawasan Komisi
Yudisial telah melanggar hak konstitusionalnya. UUD 1945 hanya
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji
Undang-Undang, menerima permohonan, dan mengadili perkara sampai
ada putusan. Namun, ternyata tindakan yang dilakukan MK tersebut
melanggar prinsip keadilan Indonesia yang menyatakan bahwa hakim
tidak boleh mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri (nemo
judex idoneus in propria causa). Peneliti melihat kasus yang sama yaitu
pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Komisi
Yudisial. Namun, ada perbedaan, dan perbedaan itu terletak pada
keputusan yang dilihat peneliti berdasarkan prinsip pengawasan Islam.*
Perbedaannya yang peneliti teliti ini berfokus pada kajian hukum
atas putusan mahkamah konsistusi yang mana sasaran utamanya adalah
dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga
memutuskan perkara ini serta bagaimana kedudukan dissenting opinion
dalam putusan tersebut, Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti
sampaikan di atas, Peneliti berkesimpulan bahwa yang akan diangkat
dalam penelitian ini adalah kajian tentang keterlibatan Komisi Yudisial
sebagai pengawas hakim dalam majelis kehormatan mahkamah konsistusi

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022).

Y Achmad Arif, Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konsistusi
No0.005/PUU/IVV/2006 (Berdasarkan asas nemo judex idoneus in propria causadan Istiglal
Qadha)”, Jurnal Al lkhsan, Vol. 13, no. 2, 2019, him. 78-98.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan
atau library research. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian
kepustakaan, sebab penelitian ini sering digunakan pada data yang
bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan dan berfokus pada
ranah konsepsi hukum, asas hukum serta kaidahnya. Informasi yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan
sekunder. Setelah itu, data dikumpulkan, disusun secara metodis,
diperiksa, dan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian dibuat
kesimpulan.'® Penulis menggunakan putusan Mahkamah Konsistusi
Nomor 56/PUU-XX/2022 sebagai objek penelitian.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah study kasus (case study). Pendekatan study kasus (case study)
adalah sebuah pendekatan yang menggunakan berbagai sumber data
untuk melakukan penelitian mendalam terhadap satu atau lebih
fenomena sosial. Pendekatan ini digunakan dengan proses melakukan
telaah terhadap perkara-perkara mengenai isu yang dihadapi serta

sudah menjadi putusan yang berkuatan hukum tetap.!’ Tujuannya

18Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 34.
peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 57.
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adalah untuk mengumpulkan data yang komprehensif, metodis, dan
mendalam pada setiap kasus yang diteliti.*®
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat
memberikan peneliti informasi langsung peneliti tentang data-data
pokok yang dibutuhkan dalam penelitian."*Menurut Lofland,
sumber data primer adalah “kata-kata dan tindakan, sedangkan
sisanya adalah tambahan berupa foto atau file”.”® Sumber data
primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konsistusi
dengan Nomor 56/PUU-XX/2022.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang sudah terkumpul,
jadi kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data dari orang
atau pihak yang sudah mengumpulkan data tersebut dengan kata
lain, peneliti tidak langsung mencari data ke lapangan.?* Dalam
penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku dan artikel yang

berfokus pada kewenangan dan keikutsertaannya Komisi Yudisial

8 Catur Saptaning Wilujeng dan Tatag Handaka, Komunikasi Kesehatan: Sebuah
Pengantar (Malang: UB Press, 2017), him. 122,

YIAIN Purwokerto, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
(Purwokerto, 2019), him. 10.

20 |exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2016),hlm. 157.

2! Jonatahan Sarwono, Metode Penelitian Kuantatif dan kualitatif (Yogyakarta: Suluh
Media,2018), him. 121.
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sebagai lembaga pengawas hakim. serta artikel surat kabar dan
elektronik.
c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier meliputi bahan-bahan yang
memberikan petunjuk dan penjelasan tentang muatan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks kumulatif,
ensikpopedia dan sebagainya.*?

4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa salinan putusan dan
menganalisis salinan putusan yang peneliti download di website
Mahkamah Konsistusi Negara Republik Indonesia.

Secara alami, metode Kkajian pustaka digunakan untuk
memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan metode hakim
dengan menelaah karya sastra dan buku-buku yang dianggap mewakili
dan berhubungan dengan pokok kajian.

5. Analisis Data

Metode analisi data dalam penelitian adalah menggunakan
content analysis (analisi isi) yang berfokus pada isi dalam putusan
hakim yang berkenaan dengan dihapusnya satu ke anggotaan dari
komisi yudisial dalam anggota Majelis Kehormatan Mahkamah

Konsistusi dan di gantikan dengan tokoh masyarakat. Deskriptif

??|shaq, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 68.
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analisis yaitu dengan cara penulisan menggambarkan permasalahan
yang didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk
kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam proposal ini, yang masing-masing membahas
serangkaian masalahnya sendiri tetapi juga terkait satu sama lain. Berikut
adalah sistematika pembahasan lengkap dari proposal ini:

Bab | Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, kajian pustaka, Metodologi Penelitian yang berisikan jenis
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis
data, dan sistematika pembahasan.

Bab Il Landasan Teori, membahas tentang kewenangan KY dan
aturan-aturannya sebagai lembaga pengawas hakim, Mahkamah Konsistusi
dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan aturan-
aturannya.

Bab Il Pembahasan Tentang Putusan Hakim Mahkamah
Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya
membahas tentang data hasil Penelitian Pustaka dari Putusan MK Nomor

56/PUU-XX/2022.



Bab V membahas terkait penutup, kesimpulan dan saran.

23



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Mahkamah Konsistusi
1. Pengertian

Berdirinya Mahkamah Konsistusi di Indonesia menjadi negara
ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan
pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003
melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Untuk
mengakomodasi konsep ketatanegaraan baru dan kontemporer serta
kemajuan pemikiran politik ketatanegaraan internasional, Mahkamah
Konstitusi dibentuk oleh parlemen. Dengan dorongan yang kuat dari
seluruh pelosok negeri dalam upaya memperbaiki aparatur dan
kerangka demokrasi melalui interaksi yang saling mengatur antara
beberapa badan pemerintahan negara serta Mengantisipasi upaya untuk
mengontrol satu sama lain.”

Sebagaimana ditentukan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945,
Pasal 24C ayat (2) yang berbunyi.**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

% Soimin, and Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2013), him. 51-52.
**pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24
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Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi baru terbentuk pada
tanggal 17 Agustus 2003. Selaras pada Pasal 111 Aturan Peralihan UUD
NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada

tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala

kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ditinjau dari segi filosofis,
tujuan mendasar dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk
membangun tatanan ketatanegaraan Indonesia yang secara fungsional
menganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan
melaksanakan check and balances untuk menggantikan penerapan
prinsip tersebut secara bertahap. pembagian kekuasaan (distribution of
power) dan memahami integralisme dari lembaga tinggi negara.

Ada berbagai faktor yang melatar belakangi berdirinya
Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pertama, perlu diketahui bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
berupaya mewujudkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
kehidupan yang teratur, higienis, sejahtera, dan berkeadilan.
Selanjutnya, sebagai salah satu Sesuai dengan kewajiban dan
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, peradilan mempunyai peranan yang sangat

penting dalam upaya melindungi konstitusi dan cita-cita negara
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hukum. Ketiga, berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur untuk pencalonan
dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan
hukum lainnya.”®

Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan semangat
reformasi, dikaruniai kekuasaan kehakiman yang tidak seberapa dan
tertata rapi. Kekuasaannya untuk menilai Undang-Undang yang
melanggar UUD 1945 tunduk pada batasan yang disebutkan.”® Seperti
disebutkan sebelumnya, lembaga ini diatur oleh Undang-Undang
Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.?’

Perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan Mahkamah
Konstitusi  sebagai salah satu lembaga tinggi negara, yang
kedudukannya setara dengan MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah
Agung. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (1), yang juga
menyebutkan bahwa salah satu lembaga peradilan selain Mahkamah
Agung yang menyelenggarakan peradilan secara mandiri untuk
melindungi tegaknya hukum dan keadilan.?®

Sebagai organ konstitusi, mahkamah konsistusi dirancang

untuk menjadi pengawal sekaligus penafsir konstitusi melalui

> Mukhlish and Moh. Saleh, Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan Wakil
Presiden Di Indonesia (Malang: Setara Press, 2016), him.62-64.

%% Feri Amsari, Perubahan UUD1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), him. 177.

2" Adi Sulistiyono dan Isharyanto, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan
Praktik (Surakarta: Kencana, 2016), him. 3.

8S0imin and Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Surakarta: Ull Press, 2012), him. 62—63.
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keputusan-keputusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,
Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi dan misi
kelembagaannya, vyaitu: “Tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Wawasan dan visi
tersebut di atas menjadi acuan bagi Mahkamah Konstitusi dalam
menjalankan  kekuasaan kehakimannya secara mandiri dan
bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

Mahkamah Konstitusi membawa misi melaksanakan checks
and balances dalam pembentukan Undang-Undang. Dalam perspektif
mekanisme checks and balances, Mahkamah Konstitusi menjadi
instrumen negara untuk menjamin kepentingan rakyat sebagai subjek
negara hukummelalui sistem saling kontrol antara lembaga negara
dalam merumuskan kebijakan umum untuk masyarakat. Oleh karena
itu, MK dapat ditempatkan sebagai penyeimbang dinamika politik
dalam rangka pembentukan pedoman hukum melalui DPR dan
pemerintah.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka
penyempurnaan pelaksanaan reformasi konstitusi yang diperlukan

semakin mendekati demokratisasi yang baik.* bisa menjadi sangat

2 Bambang Sutiyono, “Pembentukan Mahkamah Konsstitusi Sebagai Pelaku
Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi, VVol. 7, No. 6, 2010, him. 24.

%Jimly Asshiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika 2017), him. 204..



28

penting untuk memastikan orientasi kejahatan yang melayani
kepentingan manusia, bukan lagi kepentingan politik yang masuk akal,
atau hanya korporasi tertentu atau lapisan masyarakat. ** Dengan
demikian, penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang tidak memihak
siapa saja dan dapat terlaksana dengan baik agar keadilan dan hukum
dapat ditegakkan dengan semestinya.
2. Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Menurut Jimly Ashhidigie dan Ni‘matul Huda, mahkamah
konstitusi masing-masing negara memiliki latar belakang yang
berbeda, Namun secara umum pembentukannya merupakan proses
transisi dari politik kekuasaan otokratis menuju politik demokrasi.
Alasan mengapa pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk Indonesia
kemudian disetujui adalah karena dari sudut pandang demokrasi,
inkonstitusionalitas konstitusi mengarah pada pengingkaran terhadap
prinsip kedaulatan rakyat. Secara yuridis lahirnya Mahkamah
Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah karena
amandemen UUD 1945.%

Mahkamah  Konstitusi  bertindak  sebagai lembaga
peradilanuntuk mengadili perkara tertentu, sehingga Mahkamah
Konstitusi memiliki beberapa wewenang dan tugas yang harus

dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

$'Ramlan Subekti dkk, Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), him. 31.

%2 Ahmad, Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia
MelaluiPelibatan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: Ull Press, 2020), him. 47.
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Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual, gagasan tentang adanya
Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Tingkat pertama dan terakhir yang
mencoba membuat keputusan akhir dalam hal meninjau Undang-
Undang yang Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kekuatan lain yang mereka miliki.*®

Perubahan ketiga UUD 1945 menambah dan memperluas
beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ekstensi muncul di izin
untuk pengujian. Semula sebatas meninjau Undang-Undang yang
melanggar UUD 1945, kemudian diperluas untuk meninjau seluruh
Undang-Undang. Perpanjangan ini memberi wewenang kepada
Mahkamah Konstitusi untuk meninjau peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang. Perluasan kekuasaan juga tercermin dalam
penyelesaian sengketa kekuasaan lembaga negara. Amandemen
tersebut hanya memberikan kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa dengan lembaga negara di bawah UUD 1945. Teks
amandemen diperluas untuk mencakup kewenangan lembaga negara
yang diberikan oleh Undang-Undang.**

Perubahan/Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada tahun
2003 bulan agustus tanggal 18 Berdasarkan Perintah Pasal 24C ayat 6,

%% Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif (Pradnya Paramita, Jakarta, 2006), him.
263.

% Bagir Manan and Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi
(Bandung:PT Raja Grafindo Persada, 2014), him. 244-45.
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L.N. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang pada
sidang tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:
a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

c) Memutus pembubaran partai politik.

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).®

Selain kewenangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga
wajib mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran
hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi Persyaratan Presiden
dan/atau Wakil Presiden tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.%

Presiden menetapkan pendapat 9 hakim konstitusi anggota
Mahkamah Konstitusi. Tiga orang dari Mahkamah Agung, tiga dari
DPR, dan tiga dari Presiden disertakan dalam pengajuan. Pasal 24C
ayat (3) mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal
24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi haruslah negarawan yang

memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki

**Abdul Mukhtie Fadjar, Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum (Malang: Setara
Press, 2016), him. 83.

*®Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi Rl Dalam Bingkai
Negara Hukum Indonesia (Dilengkapi Dengan Hukum Acaranya), (Brebes: Diya Media Group,
2020), him. 65— 66..
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sifat yang tidak dapat dicela, dan tidak merangkap tugas negara.*’

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi
merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)
terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya.
Hal tersebut pada akhirnya membawa kepada konsekuensi sebagai
penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Konstitusi
sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan
prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai
pelindung hak asasi manusia (HAM) yang kemudian dijamin dalam
konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.
Akibatnya, MK juga berfungsi sebagai pembela hak asasi manusia (the
protector of human rights), pelindung demokrasi (the guardian of
democrat), dan pelindung hak konstitusional warga negara (the
protector of citizen' constitutional rights).

Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) telah
diadopsi sejalan dengan ketentuan Pasal 86 UU MK untuk
memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi
secara efisien. PMK tersebut memuat PMK nomor 01/PMK/2003
tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi. PMK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Tata Tertib
Hakim Konstitusi. Kemudian dihapus dan diganti dengan PMK No.

07/PMK/2005 tentang Penegakan Kode Etik dan Tata Tertib Hakim

%" Ma’ruf Cahyono, Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), him. 50.
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Konstitusi. PMK No. 03/PMK/2003 tentang Persidangan di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. PMK No. 04/PMK/2004 tentang
Pedoman Tata Cara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PMK No.
05/PMK/2004 tentang Tata Cara Permohonan Banding Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
PMK No. 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara. dan PMK No.
08/PMK/2006 tentang Pedoman Tata Cara Sengketa Badan Kekuasaan
Konstitusional Nasional.

Permohonan kasus yang paling banyak menyangkut pengujian
Undang-Undang yang melanggar UUD 1945. Setiap warga negara,
korporasi, atau lembaga pemerintah dapat bertindak sebagai pemohon
di mana hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
ketentuan Undang-Undang. Namun, dalam beberapa hal hanya pihak
tertentu saja yang dapat terlibat sebagai pemohon.®

Namun demikian, upaya mempertahankan konstitusi secara
demokratis harus menjadi tolak ukur apakah konstitusi berfungsi
dengan baik. Berdasarkan amanat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia menjalankan keistimewaan menegakkan konstitusi
sesuai dengan ajaran negara modern. Dalam negara modern,
pelaksanaan kekuasaan negara didasarkan pada Undang-Undang

Dasar, UUD 1945 dianggap sebagai keputusan politik tertinggi, dan

% Muhamad A Safa’at, Laporan Tahunan 2006 (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan
Kepaniteraan MK-RI, 2007), him. 28.
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karena itu UUD memiliki status atau dominasi yang setara di negara.*

Peran Mahkamah Konstitusi sangat vital untuk menjaga
keutuhan bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan penting
dalam legislasi dan memiliki kewenangan untuk menguji undang-
undang dan menegakkan nilai-nilai konstitusi dalam sistem hukum
nasional Indonesia. Proses pengujian tersebut memberikan peran aktif
kepada publik untuk memulai peninjauan kembali ketika melanggar
hak konstitusional. Selain itu, undang-undang tersebut menyangkut
kepentingan politik dan perjuangan kelompok tertentu. Selain menguiji
undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK juga berperan aktif
sebagai pengawal nilai-nilai Pancasila. Hal penting lainnya adalah
dalam menguji Kkonstitusionalitas suatu norma hukum, Mahkamah
Konstitusi harus mempertimbangkan latar belakang ideologis nilai-
nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, MK harus
berperan sebagai pengawal UUD 1945 sekaligus pancasila dalam
menjalankan tugas yudisialnya. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi
disebut juga Mahkamah Konstitusi dan bukan Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi dalam arti literal mengandung norma-norma tekstual dan
substantif. Prinsip demikian tidak hanya berlaku bagi hakim konstitusi,
tetapi bagi semua hakim pada umumnya dan bagi semua aparatur

penegak hukum, yang harus berfungsi tidak hanya sebagai penegak

$¥Muhammad Junaidi, Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi
Negara Hukum (Depok: Rajawali Press, 2018), him. 187.
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aturan tetapi juga sebagai penegak keadilan.*°

Hukum Acara Mahkamah Konsistusi
Menurut Pasal 2 UU MK, Mahkamah Konstitusi merupakan

lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang
menjalankan fungsi peradilan, maka tata cara dan prosedur
pelaksanaannya diatur di dalam ketentuan hukum acara, yaitu Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi. **

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai
Undang-Undang yang mengatur tata cara dan tata cara pelaksanaan
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hukum
formal ini berfungsi untuk menegakkan hukum substantif yang
merupakan bagian dari konstitusi dan berada di bawah yurisdiksi
Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan hukum acara
ketatanegaraan dapat diselaraskan dengan hukum pidana, hukum acara
perdata dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah
Konstitusi dicirikan oleh fakta bahwa hukum substantif yang berlaku

tidak mengacu pada Undang-Undang atau Undang-Undang tertentu,

0 King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2017),

him. 86-87.

1 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah
Konstitusi (Yogyakarta: Ull Press, 2009), him. 11.



35

tetapi pada konstitusi sebagai hukum dasar dari sistem hukum itu
sendiri.*?

Hukum acara mengatur proses beracara di depan pengadilan.
Pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan menurut
sistem sidang pleno (plenoary session system), yang harus dihadiri
oleh sembilan orang hakim atau lebih atau tujuh orang hakim atau
lebih. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk
majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim
yang hasilnya disampaikan kepada sidang paripurna. Sidang Paripurna
Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
Apabila ketua dan wakilnya berhalangan pada waktu yang bersamaan,
ketua sidang paripurna dipilih dari antara anggota dan oleh hakim
konstitusi.

Jika dirinci terdapat 6 tahapan mekanisme peradilan yang
terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan
Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
a. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
b. Ditandangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya
c. Dalam 12 (dua belas) rangkap

d. Memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:

*2 Muhammad Ali Safa’at dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta:
Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK-RI, 2010), him. 13.
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I.  Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
li. Sengketa  kewenangan  Lembaga negara  yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
iii.  Pembubaran partai politik
Iv. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum
V. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau
perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945
e. Sistematika uraian;
i.  Nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan
posisi pihak)
ii. Dasar-dasar permohonan (posita), meliputi terkait dengan:
kewenangan, kedudukan hukum, pokok perkara
iii.  Dilampiri alat-alat pendukung
2. Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang
Permohonan vyang diajukan sudah barang tentu harus
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan
di muka.
a. Apabila berkas permohonan tersebut belum lengkap seperti
dimaksud, pemohon wajib melengkapinya dalam jangka

waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan
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mengenai kekurangannya.

. Setelah berkas permohonan telah lengkap maka segera dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). BRPK
memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi
permohonan dengan disertai pencantuman nomor perkara,
tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan
pokok perkara.

Setelah permohonan dicatat dalam BRPK, dalam jangka waktu
14 (empat belas hari) kerja Mahkamah Konstitusi harus
menetapkan hari sidang pertama untuk perkara dimaksud.
Penetuan mengenai hari sidang pertama tersebut kemudian
diberitahukan kepada para pihak dan masyarakat luas.
Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi di
depan kantor Mahkamah Konstitusi dan jugamelalui internet.
Permohonan perkara yang secara resmi telah terdaftar dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi kapan saja dapat ditarik
kembali oleh pemohon, baik sebelum ataupun selama proses
pemeriksaan dilakukan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2)
Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Penarikan
kembali permohonan perkara oleh pemohon mengakibatkan
permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh

pemohon yang sama dan untuk substansi permohonan yang
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juga sama.*®
3. Alat Bukti
Alat Bukti menjadi dasar keyakinan hakim dalam suatu
perkara. Setiap pihak dalam kasus mencoba untuk mendukung
kasus atau sudut pandang mereka dengan bukti yang diajukan
kepada hakim yang memutuskan kasus tersebut.** Macam-macam
alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ialah:

a. Surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksud untuk menuangkan isi hati atau
buah pikiranyang digunakan sebagai bahan pembuktian.

b. Keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti
maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan
yang bertitik berat sebagai alat bukti ditunjukan kepada
permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian
keterangan saksi.

c. Keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang
diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus”
tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu
perkara yang sedang diperiksa.

d. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh
pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai

pemohon maupun sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud

3 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi
Press,2006), him. 116-17.
* R Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), him. 2.
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dapat berupa tanggapan terhadap isi permohonan, baik berupa
penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa
dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta.

e. Petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, keadaan
yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang
lainnya, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya
(Pasal 188 ayat 1 KUHAP). Petunjuk didapat dari keterangan
saksi, surat dan keterangan terdakwa.

f. Alat bukti lain terdiri dari informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan
alat optik atau yang serupa dengan itu.*

Alat Bukti yang tidak dapat dipahami secara hukum tidak
dapat digunakan di muka sebagai bukti hukum. Seorang hakim
Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang sah atau tidaknya
suatu alat bukti di sidang pengadilan di hadapan Mahkamah
Konstitusi.*®

4. Pemeriksaan pendahuluan
Pemeriksaan pendahuluan diatur berdasarkan ketentuan

Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan;

> Ali Imron and Muhammad Igbal, Hukum Pembuktian (Tangerang Selatan: UNPAM
PRESS, 2019), him. 47-80.

* prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pancasila dan
Undang- Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi), (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2005), him. 238
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1. Sebelum memulai memeriksa pokok perkara Mahkamah
Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan.

2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Tujuan dari pemeriksaan pendahuluan dipergunakan untuk:

1. memastikan kelengkapan berkas permohonan perkara
pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan PMK,

2. memastikan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh
pemohon baik positanya, amar yang diminta, dan apa saja alat
bukti yang sudah akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil
yang diajukan.

3. Memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon
memang termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan mengadilinya.

4. Memastikan kualitas kedudukan hukum atau legal standing
pemohon yang mengajukan permohonan memang memenuhi
syarat menurut ketentuan undang-undang.

5. Memastikan bahwa pemohon perkara pengujian undang-

undang yang diajukan oleh pemohon itu memang sudah sesuai
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dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006.

5. Pemeriksaan persidangan

Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali
sidang hakim penasehat. Semua orang yang menghadiri sidang
harus mematuhi perintah pengadilan. Atas dasar kewenangan yang
diberikan  oleh  Undang-Undang,  Mahkamah  Konstitusi
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang
beracara di pengadilan, yaitu PMK No. 03/PMK/2003.
Pelanggaran atas perintah pengadilan ini merupakan penghinaan
terhadap Mahkamah Konstitusi (contempt of court). Dalam uji
materil, hakim konstitusi memeriksa permohonan, termasuk
kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan,
status hukum pemohon (legal standing) dan dasar permohonan,
serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

6. Putusan

Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali
sidang hakim penasehat. Semua orang yang menghadiri sidang
harus mematuhi perintah pengadilan. Berdasarkan kewenangan
yang diberikan oleh Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi
memutuskan perkara berdasarkan pedoman Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan bukti dan

keyakinan  hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
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mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-
kurangnya dua alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi harus
memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Selain itu,
putusan dilakukan setelah musyawarah dan mufakat dalam rapat
paripurna hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua.

Dalam siding permusyawaratan, semua hakim konstitusi
wajib menyampaikan musyawarah dan pendapat tertulis atas
permohonan. Apabila musyawarah dalam sidang paripurna hakim
konstitusi tidak menghasilkan keputusan, maka musyawarah
ditunda ke sidang paripurna hakim konstitusi berikutnya. Jika tidak
ada kesepakatan bulat dalam pleno, resolusi disahkan dengan suara
terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikeluarkan pada
hari yang sama atau ditunda ke tanggal lain dan dikomunikasikan
kepada para pihak.*’

Putusan dibacakan secara bergiliran oleh hakim konstitusi,
dimulai dari Ketua Sidang, disusul oleh hakim konstitusi lainnya.
Pada saat pembacaan, bagian penutup, bagian penilaian dan bagian
penutup dibacakan kembali oleh ketua. Perlu diketahui bahwa jika
hakim mengemukakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)
atau alasan lain (consensual opinion), maka hakim tidak akan hadir

dalam pembacaan putusan ini dan hakim yang mengajukan

*C.S.T Kansil and Christine S.T Kansil, Pancasilan Dan Undang-Undang Dasar

1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi), (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), him.

2309.
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keberatan atau alasan lain, setelah itu pembacaan putusan diterima.
Hakim ketua diberi kesempatan untuk membaca pendapatnya
sendiri.

Sidang umum untuk mengumumkan putusan harus terbuka
untuk umum. Sifat dari dengar pendapat publik yang harus
dipublikasikan diatur dalam Pasal 28 ayat (5) UU MK. Jika sidang
tidak diadakan di depan umum, putusan Mahkamah Konstitusi
batal demi hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (6) UU MK dan tidak
mempunyai kekuatan hukum. Terakhir, putusan Mahkamah
Konstitusi diumumkan secara paripurna dan memperoleh kekuatan
hukum tetap melalui pengumuman putusan.*

4. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konsistusi

Sidang diakhiri dengan vonis akhir (vonis). Dalam putusan ini,
hakim menyampaikan pendapatnya atas fakta-fakta yang terungkap
dalam putusan.*Putusan pengadilan, di sisi lain, adalah pernyataan
yang dibuat oleh hakim di pengadilan terbuka untuk menyelesaikan
atau mengakhiri kasus perdata.”

Dalam sistem peradilan biasa, putusan untuk mengakhiri
sengketa pada tingkat pengadilan tertentu tidak serta merta memiliki

hukum yang tetap, karena para pihak menganggap belum ada dasar

* Maria Farida Indrati dkk, Teori Perundang-Undangan: Buku Materi Pokok
(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), him. 43.

*“Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), him. 286.

¥ Bani Syari Maula, Materii Ujian Komprehensif Tanya Jawab Seputar Ilmu
Syari’ah Dan limu Hukum (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), him. 138.
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kebenarannya sejak putusan itu dibuat. Oleh karena itu, menurut
hukum acara yang berlaku di Indonesia, mereka dapat mengajukan
banding kembali ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hukum acara
Mahkamah Konstitusi ini disebut perintah, di pengadilan biasa disebut
klausula, tetapi di Mahkamah Konstitusi disebut klausula.

Perselisinan tak terhindarkan ketika sembilan hakim
Mahkamah Konstitusi memutuskan. Jika ada pendapat minoritas,
ketidaksepakatan tersebut dapat dimasukkan atau tidak dimasukkan
dalam putusan, tergantung pada keinginan Mahkamah Konstitusi, dan
hakim minoritas bersifat sukarela.

Ketidaksepakatan ini merupakan dissenting opinion yang
berkaitan langsung dengan perbedaan substantif yang mempengaruhi
penilaian. Sebaliknya, jika perbedaan itu disebabkan oleh alasan yang
berbeda, tetapi penilaian yang dihasilkan sama, maka dikatakan
pendapat yang sama (concurring/consensual opinion).>

Selanjutnya, dalam Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003, yang
telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi, terdapat tiga jenis putusan yang harus diambil dalam proses
pengujian UUD:

1. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak

> Muhammad Zainal Abidin, “Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi,”. Skripsi. (Surabaya, Universitas Airlangga, 2012), him. 28.
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dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan
Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat
diterima”.
Permohonan di tolak
Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan
ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan “Dalam
hal Undang-Undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945), baik mengenai dalam pembentukannya
maupun materi sebagian atau dalam keseluruhan”.
Permohonan dikabulkan
Dalam hal permohonan dikabulkan ini diatur pada Pasal

56 ayat (2), “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.” Permohonan dikabulkan dibedakan menjadi dua
yaitu, :
a. Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau

bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI

Tahun 1945 (pengujian materiil) diatur dalam Pasal 56 ayat

(3) dan;
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b. Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan
pembentukan  undang-undang yang dimaksud tidak
memenuhi  ketentuan  pembentukan  Undang-Undang
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur

dalam Pasal 56 ayat (4).>

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian dikembangkan
lebih lanjut dengan menafsirkan norma atau Undang-Undang
yang akan diperiksa sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat
konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan
menjadi putusan pertama bersyarat inkonstitusional (Conditional
Constitutional) dan kedua bersyarat putusan inkonstitusional

(Conditional Inconstitutional).

Jika penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi,
maka norma atau Undang-Undang tetap konstitusional dan terjaga
legalitasnya. Sebaliknya, jika tidak mengikuti penafsiran yang
tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tatanan hukum
atau undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional dan harus
dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum.*

Model putusan konstitusional meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

*2pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 diubah Kembali Undang-Undang Nomor 22 tahun
2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

¥ Ni’matul Huda dan Nazriyah R, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan (Bandung: Nusa Media, 2011), him. 148-49.
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Putusan  konstitusional ~ bersyarat  bertujuan  untuk
mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan

syarat-syarat yang ditentukan oleh MK.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan
konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan
Undang-Undang.

Membuka peluang ada pengujian kembali norma yang telah
diuji, dalam hal pembentukan Undang-Undang tidak sesuai
dengan syarat- syarat yang ditentukan oleh MK dalam
putusannya.

Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau
pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma
yang sama.

Putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena
permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan
dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.

Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya
pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam
suatu Undang-Undang.

Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi
terjadinya kekosongan hukum.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya

sebagai penafsir Undang-Undang dengan adanya putusan
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model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk
Undang-Undang secara terbatas.

Putusan inkonstitusional bersyarat berarti bahwa
ketentuan yang ditinjau secara bersyarat dinyatakan
inkonstitusional. Suatu klausula yang akan diperiksa adalah
inkonstitusional jika tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat putusan
dibacakan, naskah yang diajukan bersifat inkonstitusional dan
akan menjadi inkonstitusional jika syarat-syarat yang ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi.>*

Bentuk putusan merupakan produk hukum esensial yang
harus dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
konstitusional. Keputusan ini mengandung tujuh unsur:

1) Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2) ldentitas pihak.

3) Ringkasan permohonan.

4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
persidangan.

5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

6) Amar putusan.

* Syukri Asy’ari dkk, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2010-2012,” Jurnal Konstitusi. VVol.
10 No. 4, 2013, him. 8-10.
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7) Hari, tanggal, putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.”

B. Komisi Yudisial
1. Pengertian

Awal berdirinya KY sebenarnya tidak dimulai dengan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Menengok ke
belakang, ide pendirian KY muncul pada tahun 1968 melalui
pembahasan Majelis Pertimbangan Hakim Penelitian (MPPH). Bahkan
dapat dikatakan bahwa MPPH adalah pendahulu untuk kemunculan
KY. Pada saat itu, MPPH dirancang sebagai organisasi non-pemerintah
"khusus" dan melekat pada Mahkamah Agung. Meskipun kedudukan
MPPH berada di Mahkamah Agung, namun kewenangan dan tanggung
jawab MPPH dalam hal kepemimpinan yudisial dinilai “luar biasa”.

Diusulkan agar MPPH mempertimbangkan usul dan/atau
permohonan yang berkaitan dengan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, pemberhentian dan pemidanaan hakim, juga yang
diajukan oleh Mahkamah Agung, dan membuat keputusan akhir rapat
sebagai Menteri Kehakiman. MPPH “seharusnya tidak memiliki” telah
dilembagakan pada saat itu tidak hanya untuk tujuan pendiriannya.
Dalam uraian RUU tersebut disebutkan bahwa MPPH akan dibentuk
untuk mempertemukan hakim-hakim yang jujur, mandiri, tegas dan
kebal terhadap pengaruh internal maupun eksternal. Pemikiran ini

berangkat dari pengakuan bahwa ‘“segala sesuatu yang berkaitan

%% Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktif Peradilan (Jakarta:
Gramata Publishing, 2012), him. 223.
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dengan penegakan hukum dan pelaksanaan fungsi peradilan
tergantung, baik atau buruknya, pada orang-orang yang
menjalankannya, dalam hal ini para hakim.”

Muncul pula kekhawatiran bahwa monopoli kekuasaan akan
muncul jika kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan dan
memajukan penyelenggaraan peradilan terkonsentrasi pada satu badan.
Namun, wacana ini kemudian ditolak dan akhirnya tidak jadi
dimasukkan ke dalam batang tubuh maupun Undang-Undang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tak lama kemudian, Undang-Undang No. 35 tahun 1999
(Undang-Undang N0.35/1999) mulai berlaku. Tindak lanjut yang
cermat dari undang-undang menunjukkan bahwa konsep MPPH
muncul kembali. Pada hakekatnya, hal ini memerlukan upaya
sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan tentang
putusan-putusan peradilan dan pembentukan Dewan Kehormatan
Hakim (DKH) untuk meningkatkan pengawasan dan penanggulangan
terhadap peradilan. Ini tercermin dalam pembenaran umum. memiliki
kewenangan untuk memantau perilaku hakim, membuat rekomendasi
untuk rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, dan mengeluarkan kode
etik (code of conduct) bagi hakim.

Amandemen Konstitusi ketiga tahun 1945 memperkenalkan
sebuah agen negara baru, Komisi Yudisial, sebagai lembaga pembantu

(auxiliary institusion) di dalam peradilan. Ini dinyatakan dalam Pasal
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24B UUD 1945 Konstitusi sebagai berikut:

a) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
serta perilaku hakim.

b) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.

c) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

d) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan Undang-Undang.

Banyak ahli yang mengemukakan dan putusan Mahkamah
Konstitusi juga menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah
badan yang membantu dan mendukung pelaksanaan kekuasaan
kehakiman. Namun, mengingat istilah tersebut sama sekali tidak
dikenal secara konstitusional, penyebutan ini murni bersifat akademis.
Dilihat dari mandatnya, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara
dengan “pengawasan eksternal” yang membantu pelaksanaan fungsi
peradilan. Namun, seperti yang ditegaskan, Komisi Yudisial
sebenarnya adalah lembaga negara yang independen.

Seperti disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial adalah

lembaga negara yang dibentuk dalam kerangka peradilan. Menurut
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putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, badan ini
merupakan badan penunjang yang khusus dibentuk sebagai badan
pengawas eksternal kekuasaan kehakiman, lebih tepatnya Mahkamah
Agung.*®

Sekalipun badan baru ini tidak menjalankan kekuasaan
kehakiman, namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari
lembaga peradilan, karena keberadaannya diatur dalam Bab IX UUD
1945. Pasal 24B menegaskan:(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri dan
berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta
wewenang lain untuk menegakkan dan menegakkan kehormatan,
keluhuran budi, dan perilaku Hakim. 2) Anggota Komisi Yudisial
harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota
Komisi Kehakiman diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. (4) Susunan, kedudukan dan susunan Komisi
Kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan Komisi Yudisial menyatakan bahwa kedudukan
hakim dalam UUD 1945 wversi sekarang merupakan jabatan
kehormatan yang harus dipelihara dan dijaga oleh lembaga yang sama-
sama independen, yaitu Komisi Yudisial. Dapat dikatakan bahwa
pembentukan lembaga baru ini merupakan pengembangan lebih lanjut

dari gagasan pembentukan dewan kehormatan hakim Mahkamah

% Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2009), him. 269.
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Agung yang berkembang selama ini, namun jika majelis tersebut
dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung maka sulit untuk
mengharapkan bahwa dia secara efektif memantau kehormatan Hakim
Agung sendiri, karena posisinya tidak terlepas dari masalah yang akan
dipantau. Selain itu, jika badan ini dibentuk dalam struktur Mahkamah
Agung, pengawasannya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk
hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia. Selain itu, dari sudut
pandang Komisi Yudisial dapat diharapkan independensi dan
independensi serta dapat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya
dengan lebih efektif.”’

Menurut Jilmy Assdhiqgie, tujuan pembentukan Komisi
Yudisial dalam sistem peradilan Indonesia adalah agar publik dapat
mengontrol proses pengangkatan hakim, menilai kinerjanya dan,
dalam beberapa kasus, memberhentikannya dari jabatannya, di luar
struktur formal. parlementer Semua itu dimaksudkan untuk menjaga
dan melestarikan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim dalam
rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan martabat tersebut, peradilan
yang merdeka dan tidak memihak (Independent and Imparsial
Judiciary) harus diwujudkan baik dari segi hukum maupun etika, serta
diimbangi dengan asas tanggung jawab peradilan. Hal ini

membutuhkan otoritas pengawas yang independen terhadap hakim itu

57 Jimly Assdhiqgie, Struktur Ketatnegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD
1945, Makalah. Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional V11, Denpasar, 2003, him. 36.
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sendiri.”®

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah lembaga
negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Komisi Yudisial
merupakan lembaga pemerintah yang mandiri yang tidak diintervensi
atau dihalangi oleh pihak lain dalam menjalankan kekuasaannya.
Dalam konteks konstitusional, Komisi Yudisial memiliki peran yang
sangat penting:(1) terwujudnya kemandirian peradilan melalui
pengangkatan hakim agung; (2) pengawasan peradilan yang transparan
dan partisipatif untuk melindungi hak, kehormatan, martabat, dan
perilaku hakim.>®

Komisi yudisial terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua,
yang juga menjabat sebagai anggota komite, dan tujuh orang anggota.
Anggotanya adalah mantan hakim, pengacara, akademisi dan orang
awam. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Komisi Yudisial.
Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
DPR untuk masa jabatan lima tahun, setelah itu dapat dipilih kembali
untuk masa jabatan berikutnya. Untuk setiap lowongan keanggotaan
Komisi Kehakiman mengajukan tiga orang. Perubahan Ketiga UUD
1945 tidak mengatur susunan anggota Komisi Yudisial. Pasal 24B
UUD 1945 hanya menetapkan syarat bahwa anggota Komisi Yudisial

harus memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum, serta integritas

%8 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
h.230-231.

% Sinamo Nomensen, Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan
Negara (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), him.78-79.
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dan kepribadian yang ditinggikan di atas rasa malu.®
Untuk menjadi anggota Komisi Yudisial, harus memenuhi

persyaratan berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai

berikut:

a) Warga Negara Indonesia.

b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c) Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d) Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling
tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.

e) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau
mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima
belas) tahun.

f) Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.

g) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

h) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.

1) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan, dan

J) Melaporkan harta kekayaan.

Kesepakatan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial penting setidaknya karena dua alasan: Pertama, Komisi

Yudisial memiliki fungsi yang menuntut anggota yang berkualitas dan

%9Sijrajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2006), him. 94.
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khususnya integritas yang kuat. Untuk memantau dan merekrut hakim
agung dengan baik, anggota Komisi Yudisial harus memiliki kualitas
dan integritas yang tidak diragukan lagi. Kedua, Konstitusi
menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat independen. Untuk
menjaga independensi, setidak-tidaknya partai politik yang memiliki
kekuasaan mengangkat dan memberhentikan harus mampu menjamin
independensinya. Perekrutan dan pemecatan diatur secara ketat, dan
mekanisme pengangkatan dan pemecatan mengikuti prinsip-prinsip
seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.®*

Soal siapa yang berwenang mengangkat anggota Komisi
Yudisial diatur secara tegas dalam Pasal 24B (3) Perubahan Ketiga
UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Yudisial dapat
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Persetujuan DPR.Undang-
Undang Komisi Yudisial selanjutnya menyatakan:

1. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan
persetujuan DPR.

2. Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat
45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota
Komisi Yudisial, yang diajukan Presiden.

3. Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan anggota

Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)

%1 |bid, him. 95.
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hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).%

Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah lima tahun,
setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.®
Masa jabatan cukup realistis untuk memungkinkan tugas-tugas yang
diberikan dapat dilaksanakan. Sifat jangka pendek dimaksudkan untuk
meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Di beberapa
negara, masa jabatan anggota komisi yudisial sangat bervariasi, tetapi
umumnya tidak lebih dari lima tahun. Misalnya, California, Prancis,
Denmark, dan Italia bertugas di komisi kehakiman untuk masa jabatan
empat tahun, sementara anggota Spanyol menjabat selama lima
tahun.®*

Sementara itu, agar anggota Komisi Yudisial dapat
melaksanakan tugasnya dengan jujur dan baik, anggota Komisi
Yudisial dilarang:

a) Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan
perundang-undangan.

b) Hakim.

c) Advokat.

d) Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

e) Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

f)  Pegawai negeri, atau

g) Pengurus partai politik®

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi

82 pasal 27 UU Komisi Yudisial.

%3 pasal 29 UU Komisi Yudisial.

% Ibid, hlm. 97.

% pasal 31 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
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Yudisial dari jabatanya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial
apabila;

1. Meninggal dunia.

2. Permintaan sendiri.

3. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus, atau
4. Berakhir masa jabatanya.®

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat keanggotaan
Komisi Yudisial dari jabatanya dilakukan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial, Dengan alasan:

a. Melanggar sumpah jabatan.

b. Dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

c. Melakukan perbuatan tercela.

d. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaanya, atau

e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana Pasal 31.%

Permohonan pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan
yang disebutkan dalam Bagian ayat (1) pasal 33 huruf (c) dan (d) dapat
ditolak untuk sementara. Maksudnya adalah Pencabutan oleh Presiden
atas usul Komisi Yudisial karena alasan:

a. Apabila terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah
penangkapan yang di ikuti dengan penahanan, anggota Komisi
Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatanya.

b. Apabila seorang Komisi Yudisial dituntut dimuka Pengadilan
dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam
Hukum Acara Pidana, %/ang bersangkutan dapat diberhentikan
sementara dari jabatanya.”®

Di beberapa negara lain, pengangkatan dan pemberhentian

anggota Komisi Yudisial tergantung pada sistem keanggotaan yang

% pasal 32 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
%7 pasal 33 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
% pasal 35 UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
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digunakan. Misalnya di Perancis, anggota Komisi Yudisial terdiri dari
anggota ex officio dan anggota yang ditunjuk. Ketentuan pengangkatan
dan pemberhentian juga berlaku bagi legislator ex officio seperti
Presiden dan Jaksa Agung. Di sisi lain, anggota yang ditunjuk seperti
hakim dan jaksa seperti Dewan perwakilan diangkat oleh kepala
negara. Hal yang sama berlaku di Italia, di mana sistem saat ini
mengangkat dan memberhentikan KY secara jabatan, seperti halnya
Presiden dan ketua Pengadilan. Anggota yang dinominasikan atau
diangkat ditunjuk oleh kongres.*®

Secara historis, tujuan Komisi Yudisial selain menyeleksi calon
hakim agung adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim
agung dan hakim lainnya yang sudah sangat sulit melakukan
pengawasan internal di lingkungan MA, khususnya terhadap hakim
agung. sangat acuh tak acuh sehingga membutuhkan pengawasan oleh
regulator eksternal yang lebih spesifik, independen, dan fungsional.
Mengingat apa yang diungkapkan dan ditekankan dalam PAH | MPR
dalam sidang-sidangnya pada tahun 2000 dan 2001, serta arus sosial
yang kuat terkait dengan pembentukan Komisi Yudisial, hal ini
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mengajukan
tuntutan yang tidak masuk akal. Jelas dia sangat menginginkan
mereka, mereka hanya dipilih dan dicalonkan untuk jabatan yudisial

oleh Komisi Yudisial, tetapi juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

% Ibid, him. 99.



60

Tugas majelis ini adalah mempertimbangkan dan mengambil
keputusan akhir atas usul dan/atau permohonan pengangkatan,
kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, pengaduan atau
pemidanaan hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung atau Menteri
Kehakiman.

Namun, dalam perjuangannya, gagasan tersebut gagal dan tidak
dimasukkan dalam Babak 1. Pasal 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan pokok peradilan. Ide tersebut muncul kembali sejak tahun
1998 ketika seruan untuk menyatukan payung bagi para hakim dengan
penalaran yang lebih kuat dan meyakinkan dibuat. Pada tahun 1998,
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pimpinan nasional
mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-
Pokok Reformasi Pembangunan Dengan Latar Belakang Memudahkan
dan Menormalkan Kehidupan Rakyat. Ketetapan MPR menetapkan
bahwa pemisahan fungsi yudikatif dan administratif harus segera
dilaksanakan.

Keberadaan TAP MPR tidak terlepas dari perjuangan puluhan
tahun para advokat, akademisi, penggiat reformasi peradilan,
khususnya hakim, untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang
mandiri. Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Menyusul
komitmen politik untuk menegakkan penyatuan payung, muncul
kekhawatiran baru dengan pengalihan kekuasaan administratif,

personalia, keuangan dan organisasi peradilan dari departemen ke
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Mahkamah Agung (MA), yaitu munculnya monopoli lembaga
peradilan. Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung dinilai
tidak dapat sepenuhnya menjalankan semua tugas dan wewenangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Tim Kerja Terpadu yang
meninjau pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 mengacu pada
pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan eksekutif dan Tim
Kerja Terpadu menyimpulkan bahwa menyatukan payung tanpa revisi
sistem tertentu memiliki berpotensi menciptakan monopoli terhadap
lembaga peradilan.

Oleh karena itu, Tim Kerja Terpadu yang dipimpin oleh Ketua
Muda Mahkamah Agung dan beranggotakan unsur hakim, akademisi,
kejaksaan, dan pemerintah memberikan rekomendasi perlunya
penyatuan payung di satu sisi dan perlunya pembentukan Dewan
Kehormatan Hakim yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
perilaku hakim dan memberikan rekomendasi tentang pengangkatan,
promosi, dan mutasi hakim serta penyusunan draf kode etik hakim.
Komisi Sarjana Hukum Internasional telah membuat rekomendasi
serupa dalam batas-batas tertentu.

Rekomendasi Tim Kerja Konsolidasi tersebut kemudian
dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 1999 mengubah UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Peradilan (UU No. 35 Tahun
1999), Pasal I No. (1) dan No. (2)) Undang-Undang No. 35 Tahun

1999, mengatur bahwa kekuasaan administratif, organisasi, dan
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keuangan hakim dialihkan ke Mahkamah Agung. Pengajuan ini harus
dilakukan paling lambat dalam waktu lima tahun (tahun 2004).

Selain itu, RUU tersebut menyerukan pembentukan dewan
kehormatan bagi hakim, dengan wewenang untuk memantau perilaku
hakim, membuat rekomendasi tentang perekrutan, promosi dan
pemindahan hakim, dan menetapkan kode etik bagi hakim. stres.
Pertimbangan. Pentingnya keberadaan Majelis Hakim Kehormatan
kembali ditegaskan dan diperjelas dalam UU No 11. 25. Tahun 2000
tentang Rencana Pembangunan Nasional (PROOPENAS) dan RUU
Mahkamah Agung versi pemerintah. Perbedaan antara PROOPENAS
dengan RUU MA dan UU No. 35 Tahun 1999 adalah penggunaan
terminologi. Sementara UU No. 35 Tahun 1999 menggunakan istilah
“Majelis Hakim yang Terhormat”, PROOPENAS dan RUU MA versi
pemerintah menggunakan istilah “Komisi Yudisial”. Selain itu,
PROOPENAS meminta agar mandat Komisi Yudisial lebih fokus pada
pengawasan.

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap

hakim mencakup pada tiga hal, yaitu pengawasan perilaku hakim,
pengusulan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap hakim.™
a. Pengawasan Perilaku Hakim

Cakupan kewenangan Komisi Yudisial untuk melindungi

°Titik Trwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai
Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him. 151.
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dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku
hakim dalam praktiknya terkait dengan Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku. Semua hakim harus tahu bahwa mereka tidak
boleh bertindak di bawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu,
etika berbeda dengan perilaku yang dilarang. Etika adalah tentang
harapan dan cita-cita. Etika adalah tujuan ideal yang ingin dicapai,
yaitu menjadi hakim yang sebaik mungkin. Namun, ada
pertimbangan etis yang memudahkan terwujudnya cita-cita
tersebut. Kode etik memungkinkan hakim dan masyarakat untuk
mengatakan bahwa mereka tahu apa yang bisa dan tidak bisa
dilakukan  olen  hakim.  Langkah selanjutnya adalah
mengembangkan kode etik yang akan memotivasi hakim untuk
mencapai tingkat pelayanan masyarakat dan penegakan hukum
yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih efektif. ™

Namun dalam praktiknya, Komisi Yudisial mengandalkan
kode etik dan perilaku hakim, yang dibuat bersama oleh Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memantau perilaku
peradilan, dan Mahkamah Agung telah melakukan survei di
berbagai tingkatan yang mempertimbangkan berikut: Perhatikan
pendapat para juri. Dan di lingkungan peradilan terjadi pertukaran
pandangan antara praktisi hukum, sarjana hukum dan pemangku

kepentingan masyarakat lainnya, yang berujung pada keputusan

™ Titik Trwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai
Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him. 152.
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bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi
Yudisial Republik Indonesia Etika dan Kode Etik. Selanjutnya
keputusan bersama ini berdasarkan Pasal 81B UU No. 3
Mahkamah Agung Tahun 2009, dan Pasal 32 UU tersebut
membentuk Kode Etik dan Perilaku Hakim untuk menjadi
pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia. Patuh. Di Indonesia,
beliau bertanggung jawab atas pembinaan Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial, serta fungsi pengawasan internal dan eksternal.
Mengusulkan Pemberian Sanksi

Peran Komisi Yudisial dalam mengawasi tindakan hakim
tidak dapat dilakukan secara mandiri karena tidak ada hubungan
administratif, struktural, kolegial atau psikologis di dalam lembaga
atau di dalam lembaga itu sendiri yang menghambat pengawasan.
Hal ini dapat dilihat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara
lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Di satu sisi, peran
menjaga kehormatan dan martabat hakim serta menghormati
perilakunya tercermin dalam usulan untuk menjatuhkan sanksi
yang mengikat seperti teguran tertulis, skorsing atau
pemberhentian oleh Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial
mengajukan usulan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung
dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun, usulan ini dapat
dikesampingkan oleh ketentuan yang memberikan hakim yang

terkena sanksi kesempatan yang wajar untuk membela diri di
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hadapan dewan hakim kehormatan. Di satu sisi, rekomendasi
Komisi Yudisial tidak mengikat, tetapi dapat dipahami dan
memberikan kesempatan kepada hakim yang dijatuhi sanksi untuk
membela diri secara memadai di hadapan Majelis Hakim
Kehormatan. Namun, usulan tersebut belum final. Ada situasi yang
belum jelas apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan
Hakim karena tidak dijelaskan dalam Ketentuan Umum UU
Komisi Yudisial. Jika usulan pembelaan hakim disetujui sebelum
Dewan Kehormatan Hakim menyetujuinya, apa dampaknya
terhadap usulan Komisi Yudisial, Dari sini dapat disimpulkan
bahwa rekomendasi Komisi Yudisial tidak final dan mengikat.
Selanjutnya agar dapat bersifat mengikat dan final, usulan Komisi
Yudisial harus melalui beberapa tahapan pertimbangan di hadapan
Majelis Kehormatan Hakim dan putusan atas usul pemberhentian
tersebut akan disampaikan oleh Mahkamah Agung dan/atau
Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.”
c. Mengusulkan Pemberian Penghargaan

Komisi  Yudisial dapat juga mengusulkan kepada
Mahkamah Agung agar penghargaan diberikan kepada hakim atas
prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat dan tingkah laku hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 24

UU Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam

?Titik Trwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai
Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him. 154.
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menjalankan tugasnya menegakkan kehormatan, keluhuran dan
perilaku hakim berwenang mengajukan usul kepada Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk penghargaan kepada
hakim atas prestasi dan jasanya yang berkaitan dengan penegakan
kehormatan dan keluhuran martabat serta penegakan perilaku
hakim. Ketentuan ini cukup logis mengingat masih kurangnya
hakim di negeri ini yang mampu menunjukkan kredibilitas dan
loyalitas serta perilaku hakim yang terpuji.

Undang-Undang Komisi Yudisial secara tegas tidak
memuat pedoman atau kriteria perilaku hakim yang dianggap layak
untuk diajukan sebagai suatu penghargaan atas prestasi atau
prestasi dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan
penegakan perilaku hakim. Namun, dengan standar yang berlaku di
pagawai negeri, hakim yang menunjukkan kehandalan, loyalitas
dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya patut mendapat
pengakuan. Dengan kata lain Standar kinerja hakim sangat erat
kaitannya dengan Kode Etik Profesi Hakim yaitu.:

1) Berperilaku adil.

2) Berperilaku jujur.

3) Berperilaku arif dan bijaksana.
4) Bersikap mandiri.

5) Berintegritas tinggi.

6) Bertanggung jawab.
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7) Menjunjung tinggi harga diri.
8) Berdisiplin tinggi.

9) Berperilaku rendah hati.

10) Bersikap professional.”

Dalam pemberian penghargaan kepada hakim yang tersebar di
seluruh Indonesia, Komisi Yudisial bekerja sama dengan berbagai
elemen masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan atau
lembaga lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
menjadi mitra kerja (jaringan) reformasi peradilan.”

1) Tugas, Fungsi Dan Kewenangan KY dalam lingkup MA.
2) Mengupayakan peningkatan kapasitas.
3) Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.
4) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim.
5) Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim.
6) Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
a) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
b) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap

laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman

73Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku
Hakim.

"Titik Trwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai
Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him. 177-178.
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Perilaku Hakim secara tertutup.

c) meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku Hakim.

d) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode
Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.

7) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat.

8) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

3. Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat erat kaitannya
dengan batasan-batasan fungsional yang diatur dalam UUD. Karena
tugas dan wewenang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih
lanjut dari fungsi.”

Pasal 24B UUD 1945 menggunakan istilah “kewenangan”
untuk menunjukkan fungsi yang harus dijalankan oleh Komisi
Yudisial. Penggunaan istilah “kewenangan” tidak sepenuhnya tepat,
menurut Tim Perancang Akademik Rancangan Undang-Undang
Komisi Yudisial Mahkamah Agung, karena kata ‘“kewenangan”

biasanya diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang atau badan

"> Naskah Akademis Dan Rancangan Tentang Kornisi Yudisial, 2007, him. 27.
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untuk melaksanakan haknya. memiliki tugas. Sedangkan kewenangan
Komisi Yudisial berarti dalam kerangka apa Komisi Yudisial dibentuk
dan apa perannya untuk menunjukkan hal-hal apa saja yang harus
dilakukan oleh suatu lembaga agar dapat memenuhi fungsinya yang
diharapkan.’

Undang-Undang Komisi  Yudisial menggunakan istilah
kewenangan dan tugas, tetapi tidak menyebutkan fungsi Komisi
Yudisial. Ada pendapat bahwa wewenang (bevoegdheid) mencakup
pengertian kewajiban (plichen) dan hak (rechte). Menurut Bagir
Manan, wewenang berarti kekuasaan (otoritas) yang melekat pada
suatu organ, sedangkan tugas dan hak berada pada staf organ
tersebut.””

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 mengatur, sebagian dan secara
tidak langsung, kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan proses
pencalonan calon Mahkamah Agung. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
membagi kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua bidang:"®
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

b. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim.

7® Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2006), him. 77.

" Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2006), him. 78.

78 Sirajuddin dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2006), him. 18.
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Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang
Komisi Yudisial menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

c. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-
sama dengan Mahkamah Agung, dan

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau
Pedoman Perilaku Hakim.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kekuasaan Komisi
Yudisial sebagai suatu organisasi sedemikian rupa sehingga Komisi
Yudisial mengangkat hakim-hakim Mahkamah Agung dan badan-
badan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan perlindungan
kehormatan, keluhuran budi dan kewibawaan bangsa. Tugas yang
melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah:

a. Mengusulkan pengangkatan hakim, Komisi Yudisial bertugas:
1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
3) Menetapkan calon Hakim Agung, dan

4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
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b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
1) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku
hakim.
2) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku
hakim, dan
3) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang
disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya
disampaikan pada Presiden.
C. Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi
1. Pengertian
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan
lembaga ad hoc, yang artinya lembaga ad hoc Seperti halnya amanat
untuk menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran dan perbuatan
hakim, hal ini tidak dapat dilakukan oleh badan-badan ad hoc. Karena
ini adalah fitur permanen, juga memerlukan penyiapan permanen.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diperlukan apabila
dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik terdapat beberapa kategori,
dibedakan antara pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, dalam hal
pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang dimaksud dilakukan lebih
sedikit. dari 3 (tiga) kali. Sedangkan pelanggaran berat adalah
pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak tiga kali dan/atau

pelanggaran yang oleh Majelis Etik dianggap berat karena
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merendahkan bahkan membahayakan keberadaan dan/atau fungsi
Mahkamah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Pasal
2: “Majelis kehormatan adalah salah satu perangkat yang dibentuk
oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan keluhuran martabat dan etika Hakim konstitusi terkait
dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang
dilaksanakan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga yang
disampaikan oleh dewan etik, majelis kehormatan dibentuk oleh
Mahkamah Konstitusi atas usul dewan etik, Usul pembentukan
majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2
disampaikan kepada mahkamah konstitusi secara tertulis disertai
dengan usulan pembebasan tugas Hakim terlapor atau Hakim terduga
Mahkamah Konstitusi membentuk majelis kehormatan dan membebas
tugaskan Hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak
diterima usul dewan etik pembentukan majelis dan pembebas tugas
dan hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat 2 ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah

" Ahmad Tio Handini, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Penengakan
Kode Etik Hakim (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006 dan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi)”. Skripsi. ( Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), HIm. 69-70.
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Konstitusi”.%

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (4) juga menyebutkan pentingnya
MKMK, vyaitu alat yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk
memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap
hakim konstitusi yang diduga melanggar etika hukum dan kode etik
hakim konstitusi.®*

1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa keanggotaan majelis
kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berjumlah 5 orang
yang terdiri atas unsur;

1 (satu) orang hakim konstitusi
1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
1 (satu) orang mantan hakim konstitusi

1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum dan
1 (satu) orang tokoh masyarakat.®

mooOw>

Kemudian dalam pasal 6 dijelaskan “calon anggota majelis
kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tadi dipilih dalam
rapat pleno Hakim yang bersifat tertutup calon anggota majelis
kehormatan ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan
permintaan Mahkamah Konstitusi kemudian calon anggota Komisi

Yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C huruf d dan

®pasal 2 dan pasal 3 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

$'Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konsistusi Oleh Dewan Etik
Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi”. Skripsi.(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2018), him. 55-56.

8 pasal 5 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
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huruf e ditentukan oleh rapat pleno Hakim yang bersifat tertutup
keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi”.
2) Susunan majelis kehormatan
Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa “susunan majelis kehormatan
terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota satu orang sekretaris
menangkap anggota dan tiga orang anggota ketua dan sekretaris
majelis kehormatan dipilih oleh anggota majelis kehormatan susunan
majelis kohormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan
dengan putusan ketua Mahkamah Konstitusi majelis kehormatan
dibantu oleh sekretaris yang ditetapkan oleh sekretariat jenderal
Mahkamah Konstitusi”.®
3) Syarat keanggotaan majelis kehormatan
Anggota majelis kehormatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 harus memenuhi syarat sebagai berikut;
1. jujur dan adil dan tidak memihak
2. berusia paling rendah 60 tahun untuk anggota majelis
kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C
huruf d dan huruf e
3. Berwawasan luas dalam bidang etika moral dan profesi
hakim dan
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
4) Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2013

menyatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

#pasal 6,7, dan 8 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
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meliputi:

a. mendengarkan keterangan Pelapor;

b. mendengarkan keterangan Hakim terlapor;

c. memeriksa alat bukti;

d. mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;

e. mengambil keputusan.

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa
“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan
pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim
Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan
bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri
atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan,
dan rapat pleno majelis kehormatan>.®*

2. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam Peratuaran Mahkamah Konsistusi (PMK) No. 1 Tahun
2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan
wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun
2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam
Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan
Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang

ditangani;
b) Prinsip Objektifitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan

#Sutan Sorik, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013), Jurnal Konstitusi, Vol.
15, No. 3, 2018, him.675-676.
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harus menggunakan Kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta
yang dapat dipertanggung jawabkan;

¢) Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
dalam melaksnakan tugas dan wewenangnya tidak memihak
kepada siapapun dan kepentingan apapun;

d) Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu
Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan keleluhuran
martabat Hakim Konstitusi;

e) Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terduga atau
Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya
sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan
Majelis Kehormatan;

f) Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data,
informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis
Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan
ini; dan

g) Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
wewenang.®

Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai
berikut:

a. Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Bedasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa
Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.
Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014
menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis
Kehormatan bersifat final dan mengikat.

b. Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
Bedasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa
Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: 1) asas
kepatutan, moral, dan etik; 2) fakta yang terungkap dalam sidang
dan rapat; 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan 4) keyakinan
anggota Majelis Kehormatan.®

Demikian juga dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014

& pasal 55 Peraturan Mahkamah Konsistusi No. 2 Tahun 2014.
% pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014
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menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Dewan Etik dan
Majelis Kehormatan mendasarkan pada:

1) asas kepatutan, moral, dan etik.

2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat.

3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan

4) keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis
Kehormatan.®’

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama Kkali
dibentuk pada sidang kasus Akil Mochtar. Namun, ketika Dewan
Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengadili dugaan
tindak pidana berat yang dilakukan oleh Akil Moktar, hal itu sudah
etis sebagaimana dikemukakan PMK dalam Nomor 1 dan 2 Tahun
2013. Itu tidak berdasarkan rekomendasi Dewan. Karena Badan
Kehormatan belum resmi dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.
Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam kasus
Akil-Mochter datang atas permintaan Akil-Mochter. dr Mahfud
menjelaskan, MK telah melakukan terobosan hukum baru dengan
membentuk Majelis kehormatan atas permintaan Akil Mokhtar .2

c. Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang majelis kehormatan Mahkamah

Konstitusi jelaskan pada pasal 12 majelis kehormatan mempunyai

¥ pasal 70 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

®sutan Sorik, Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013), Jurnal Konstitusi, Vol.
15, No. 3, 2018, him.676-677.
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tugas: ¥

1) Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang
diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang
dilakukan oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga serta mengenai
Hakim terlapor dan hakim terduga yang telah mendapatkan teguran
lisan sebanyak tiga kali.

2) Menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada Mahkamah
Konstitusi.

Kemudian Wewenang majelis kehormatan mahkamah
konstitusi dijelaskan pula dalam pasal 12 sebagai berikut:*°

1) Memanggil dan memeriksa Hakim telepon atau Hakim terduga
yang diajukan oleh dewan etik sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 untuk memberikan penjelasan dan pembelaan termasuk untuk
dimintai dokumen atau alat bukti lain

2) Memanggil dan meminta keterangan pelapor saksi dan/atau pihak
lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan
oleh Hakim terlapor atau Hakim terduga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai
dokumen atau alat bukti lain dan

3) Menjatuhkan keputusan berupa sanksi dan rehabilitasi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8
PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan:

1. pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;

2. pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli

untuk didengarkan keterangannya;

pemeriksaan terhadap Hakim terlapor; dan

4. penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah
Konstitusi.

w

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 1 Tahun 2013 adalah

memeriksa laporan dan/atau keterangan dan memutus hakim yang

¥ pasal 12 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

% pasal 12 peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
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didakwa diduga melakukan pelanggaran berat.
D. Teori Tentang Putusan
1. Teori Analisia Putusan Ratio Decidendi

Menurut MacKenzie, ada beberapa teori yang membahas
tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutus suatu perkara, diantaranya adalah ratio decidendi. Teori ratio
decidendi menjelaskan bahwa dalam mengambil putusan hakim harus
mempertimbangkan landasan filosofis fundamental yang berhubungan
dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok persoalan dan bahwa motivasi hakim jelas untuk
menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak
yang terkait dengan pokok persoalan.

Selain itu, ratio decidendi juga menuntut hakim untuk
mempertimbangkan faktor pendidikan (educational), kemanusiaan,
kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap
putusan yang diambilnya.*

Membuat keputusan berkualitas tinggi berdasarkan penalaran
hukum dan teoretis yang kuat sama pentingnya dengan menyelesaikan
banyak kasus dalam waktu yang relatif singkat. Agar suatu putusan
bermutu dan diangkat menjadi putusan perkara yang bermutu tinggi,

dapat ditunjukkan hal-hal sebagai berikut:

' Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi
Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.”, Jurnal Yudisial
Vol. 111, No. 2, 2010, him. 118.
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a. Dalam teori “ratio decidendi”, yakni pertama putusan menjelaskan
“dasar-dasar hukum” yang aktual sebagaimana landasan
pertimbangan; kedua, putusan menjelaskan alasan-alasan hukum
yang aktual dan rasional, dan dari alasan-alasan itulah diambil
kesimpulan dan aturan hukum vyang ditetapkan hakim dalam
putusan yang dijatuhkan; dan ketiga, semua fakta yang ditemukan
hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan
saksama.

b. Putusan juga harus mengandung “obiter dicta” dalam arti pertama,
hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang
“ratio decidendi” harus tertuang dalam putusan, kedua dengan
demikian kandungan “obiter dicta” dalam putusan merupakan
pelengkap ‘“ratio decidendi”, mesKipun “obiter dicta” bukan hal
yang pokok dalam putusan.*

2. Teori Implikasi
Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi oleh
suatu hal, seperti misalnya dalam penemuan atau hasil penelitian. Kata
implikasi memiliki makna yang luas sehingga maknanya cukup
beragam. Implikasi dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang
terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal
yang telah disimpulkan dalamsuatu penelitian yang lugas dan jelas.

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang timbul dari

% M Hatta Ali, Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi
Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan (Jakarta: Biro Hukum dan Humas
Bagian Urusan Administrasi R MA RI, 2018), him. 18.
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sesuatu, seperti penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi
memiliki arti yang luas, sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi
dapat didefinisikan sebagai hasil yang terjadi sebagai akibat dari
sesuatu. Implikasi berarti bahwa hasil penelitian jelas.

Menurut Islam yang berjudul Prinsip-Prinsip Pembuatan
Kebijakan Pemerintah, implikasi adalah segala sesuatu yang
ditimbulkan oleh proses pembuatan kebijakan. Dengan kata lain,
dampak adalah hasil dan konsekuensi dari penerapan kebijakan atau
kegiatan tertentu.”*Dalam bukunya Public Policy Theory, Processes
and Case Studies, Winarno menyebutkan setidaknya ada lima dimensi
yang perlu dibahas dalam menghitung dampak kebijakan. Dimensi
tersebut meliputi:

a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi
kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

b. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan
atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-
keadaansekarang dan yang akan datang.

d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung
yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan
publik.

e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau

% M Islamy Irfan, Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara,
2003), him. 114-15.
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beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.**

Dengan demikian, sudah dijelaskan pada penjelasan diatas
bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan
mengikat, hal ini memberi gambaran bahwa hal tersebut dapat
mempengaruhi parlemen, lembaga-lembaga negara dan masyarakat.
Keberadaan regulasi yang mengatur kewenangan dan akibat hukum
putusan final Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu memiliki
implikasi riil terhadap aplikasi putusannya. Adapun fungsi yang
dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ada dua yakni sebagai pengawal
konstitusi dan penafsir konstitusi. Guna memahami tugas yang
diemban melalui hasil putusannya perlu kiranya menelusuri perjalanan

untuk melihat hasil implikasinya.

% Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo,
2002), him. 171-74.
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DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSISTUSI NOMOR 56/PUU-
XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSITUSI

A. Deskripsi alasan- alasan pemohon dalam permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konsistusi

Penggugat telah mengajukan permohonan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan
Mahkamah) pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan surat pengajuan
permohonan penggugat dengan nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022
dan telah didaftarkan pada tanggal 19 April 2022 dalam Daftar Elektronik
Mahkamah Konstitusi (e-BRPK) dengan nomor 56/PUU-XX/2022 dan
diubah serta disahkan oleh Kepaniteraan pada tanggal 19 April 2022.
Pernyataan 17 Mei 2022 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pemohon Ignatius Supriyadi,

S.H., LL.M. yang berprofesi sebagai advokat beralamat di Jalan Pelangi
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Kuning | Blok B2B/29, RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa
Gading, Jakarta Utara.

Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 14 April 2022 berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) pada 19 April 2022 dengan Nomor 56/PUU-XX/2022, yang telah
diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 17 Mei 2022, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dimana
kewenangan = Mahkamah yang kemudian dituangkan  dalam
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(“UUMK?), khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a.Dalam Hal ini Menurut

pemikiran Pemohon materi muatan dalam Pasal | angka 10 UU 7/2020
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yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut bertentangan secara
konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945

Alasan pemohon materi muatan Pasal | angka 10 UU 7/2020 yang
memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan
kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945 Mahkamah menjadi salah satu lembaga peradilan yang secara
konstitusional dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD
1945. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah “memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberian oleh Undang-
Undang Dasar” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
1945.

Dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut, hakim
Mahkamah harus independen untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pasal 24(1) UUD 1945. Kemandirian ini harus berarti bahwa
para hakim Mahkamah independen dalam mengambil putusannya
“independen dan imparsial serta bebas dari segala pengaruh lembaga
negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya”.

Kemudian, menurut Pemohon, Kketerlibatan KY jelas-jelas
melanggar UUD 1945 dan tidak sesuai dengan pandangan, sikap, dan
pendapat putusan MK sebelumnya terkait dengan peran KY dalam
lembaga Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dapat digambarkan

secara kronologis sebagai berikut:
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a. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”), diatur bahwa
“Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah
Konstitusi”, sehingga keanggotaan dari Majelis Kehormatan
Konstitusi sepenuhnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

b. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 saat memeriksa dan
memutus uji materiil terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial
untuk dapat mengawasi perilaku hakim termasuk hakim pada
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh
beberapa Hakim Agung sebagai Pemohon telah menyatakan bahwa
materi muatan dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 22/2004”) dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU
4/2004”) yang memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk
mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Agung atau
Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di mana
putusan Mahkamah Konstitusi itu didasarkan pada pertimbangan
bahwa berdasarkan pada “original intent” pembentukan ketentuan
Pasal 24B UUD 1945 yang memuat adanya lembaga Komisi Yudisial

tidak dimaksudkan untuk memiliki kaitan atau hubungan dengan
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Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan atau dalam Pasal 24C
UUD 1945 sehingga kedua institusi itu merupakan lembaga yang
terpisah.

Selanjutnya UU 24/2003 diubah melalui Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2001”), yang
menyisipkan satu Bab di antara Bab IV dan Bab V, yaitu Bab IVA
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
SERTA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,
di mana dalam Bab baru tersebut diatur dalam Pasal 27A ayat (2)
pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang
keanggotannya terdiri dari antara lain satu orang anggota Komisi
Yudisial.

. Namun kemudian dibentuklah Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas UU 24/2003 yang kemudian ditetapkan sabagai
undang-undang dalam UU 4/2014, di mana UU 4/2014 itu mengubah
Bab IVA UU 8/2011 dengan memberikan peranan yang lebih besar
lagi bagi Komisi Yudisial dalam Mahkamah Konstitusi 24 sehingga
UU 4/2014 tersebut diajukan pengujiannya kepada Mahkamah
Konstitusi dan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1-2/PUU-XI11/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan
UU 4/2014 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk

mencegah terjadinya kekosongan hukum maka diperintahkan agar
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ketentuan dalam Bab IVA UU 8/2011 untuk sementara dinyatakan
berlaku. Dengan demikian, keberlakuan Bab IVA hanyalah bersifat
sementara sampai dengan dibentuknya materi muatan yang sesuai
dengan konstitusi dalam suatu undang-undang yang mengubah UU
24/2003.

e. UU 7/2020 yang diajukan uji materiilnya saat ini dibentuk dalam
kerangka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-X11/2014
tersebut, akan tetapi ternyata materi muatan dalam Pasal 27A ayat (2)-
nya masih belum mencerminkan konstitusi sebagaimana diputuskan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebab masih memuat atau
memberikan peranan dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai
anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana secara
konstitusional pelibatan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah
Konstitusi tidaklah dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian dalam huruf a sampai dengan e tersebut di atas,
maka tampak secara gamblang bahwa terjadi “pembangkangan
konstitusionalitas” dalam materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang
memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b mengingat Komisi Yudisial diberi
jatah untuk menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi, padahal Komisi  Yudisialtidak memiliki  legitimasi
konstitusional untuk memantau perilaku hakim Mahkamah Konstitusi.
Dengan tetap memberikan porsi pengawasan kepada Komisi Yudisial

melalui keanggotaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka
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materi muatan Pasal | angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27 ayat (2)
huruf b itu selain bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh
karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil sebagai
wujud dari negara hukum.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Pemohon meminta kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara
penuh; dan menyatakan bahwa Pasal | Nomor 10 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memuat Pasal 27A ayat
(2) huruf b, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak yang mengikat
mempunyai kekuatan hukum; Atau menjelaskan Pasal | Butir 10 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A
ayat ( 2) Huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan sebagai berikut:1 orang dari
setiap lapisan masyarakat yang memiliki reputasi dan integritas yang baik
dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun atau tidak memiliki
latar belakang politik dan pemerintahan; Dan memerintahkan
pengumuman putusan ini oleh Mahkamah Konstitusi dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia
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kemudian menganggap perlu dan layak, maka kami mohon agar perkara
itu dibubarkan (ex aequo et bono).

. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi Nomor
56/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi

Pertimbangan hakim terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial
untuk mengawasi hakim konstitusi yang diperiksa oleh Mahkamah dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/2006 tanggal 23
Agustus 2006, pada pokoknya sebagai berikut:

Memang bila dicermati secara sistematis dan atas dasar penafsiran
“original intent” dalam merumuskan ketentuan UUD 1945, ketentuan
yang berkaitan dengan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945
memang tidak ada hubungannya dengan ketentuan tentang Mahkamah
Konstitusi, diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari penempatan
sistematis ketentuan mengenai Pasal 24B UUD 1945 tentang Komisi
Yudisial setelah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu
Pasal 24A, dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah
Konstitusi yaitu Pasal 24C, dapat dipahami bahwa ketentuan tentang
Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 juga dimaksudkan untuk
mencakup pokok bahasan tentang perilaku hakim konstitusi sebagaimana
diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal itu bisa dibuktikan dengan bukti

risalah rapat Pansus | Badan Kerja MPR dan bukti keterangan mantan
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anggota Pansus di pengadilan. KY Pasal 24B UUD 1945 tidak pernah
dimaksudkan untuk memuat peengawasan hakim konstitusi dalam
pengertian Pasal 24C UUD 1945.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran
berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan
mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan
dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah
pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung vyaitu Pasal 24A dan
sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal
24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial
pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk
mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam
Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, berbeda dengan hakim pada umumnya,
hakim konstitusi bukanlah hakim dalam arti profesi tetap, melainkan
hakim dalam jajarannya. Masa jabatan hakim konstitusi hanya lima tahun
dan setelah tugasnya sebagai hakim konstitusi berakhir, setiap orang yang
bersangkutan kembali ke jabatan profesional semula. Keseluruhan
mekanisme pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi yang diatur
dalam UUD 1945 juga tidak memberikan peran bagi KY.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam
apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut “Pasal 24B ayat (1)

UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang
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Mahkamah Konsistusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang
dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang Komisi Yudisial. Dalam
Undang-Undang Mahkamah Konsitusi, untuk fungsi pengawasan terhadap
perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis
Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 Undang-Undang
Mahkamah Konsitusi. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim
Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY”. Selain itu, berbeda
halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah
hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim
Konstitusi hanya “diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah
tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan
masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula.”
Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim
Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan
peran KY sama sekali.

Majelis hakim juga mengakui alasan material yang lebih serius dan
mendasar atas kegagalan semua upaya untuk mengubah perilaku hakim
konstitusi menjadi subjek pengawasan oleh badan-badan pemerintah
lainnya. Ketika tindakan hakim konstitusi dibawa ke bawah pengawasan
KY, wibawa mahkamah konstitusi dirugikan dan kemampuannya untuk
berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi lembaga

pemerintah yang berwibawa konstitusional terganggu, terutama dalam
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praktik nyata. khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan
kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus
persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo.
Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim
dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi
menghalangi kemampuannya untuk menjalankan tugasnya dalam
menentukan apakah Mekanisme yang dibuatnya sehat secara
konstitusional. Secara garis besar, pembentukan dari Mahkamah
Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah “dalam rangka menjamin agar
UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks
hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu,
salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945”.

Keinginan mensterilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini
pertama-tama tercermin dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang MK
yang berbunyi: “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
Mahkamah Konstitusi”’; kedua, penyelundupan itu juga tercermin dalam
ketentuan pasal-pasal UUKY yang “memperluas pengertian perilaku

hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan
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oleh KY”. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga
negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara
dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut
Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena
itu, dalam Pasal 2 Ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
08/PMK/2006 berlaku ketentuan Pasal 65 Undang-Undang MK.
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat
menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat, melainkan hanya
dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (judiciary) Mahkamah
Agung. Dengan kata lain: Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan
dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi
sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang KY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang
terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat.
Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara
antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul
sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang
lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga
peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan
mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan

terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga
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negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaikbaiknya
sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbanganpertimbangan
yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5
dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang KY sepanjang mengenai
Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945.

Selain itu hakim konsistusi juga menjelaskan bahwa dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI1/2014 tanggal 13 Februari
2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi
Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Dalam pertimbangannya bahwa “UU 4/2014 juga mengatur
keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa
checks and balances adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk
mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam
praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, checks and
balances diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap
Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. Checks and balances
tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan
kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan.
Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law

state adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman.
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Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara
apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam
menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam
negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan
untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan
legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus
atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha
negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena
bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga
peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain
diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk
menguji  peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang
dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan
kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada
kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima
secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara
hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang
kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman”.

Di sisi lain, Pasal 24 (1) UUD 1945 secara khusus menyatakan

bahwa peradilan adalah kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan
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peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. UUD 1945 tidak
memuat Kketentuan yang membatasi kebebasan peradilan. Kebebasan
lembaga peradilan bukanlah hak prerogatif lembaga peradilan itu sendiri,
melainkan semangat lembaga peradilan dalam negara hukum. Kebebasan
peradilan yang dirumuskan oleh Montesquieu terdiri dari perlindungan
rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah menemukan hal-hal berikut
dalam Putusannya yang ke-23 No. 005/PUU-1V/2006: Pada Agustus 2006,
hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 24B
UUD 1945 tidak relevan. Komisi Yudisial bukanlah badan pengawas
Mahkamah Konstitusi, dan tentunya bukan badan yang berwenang menilai
kebenaran suatu putusan pengadilan sebagai putusan yudisial. Dalam
praktek negara hukum, keputusan pengadilan tidak pernah diadili oleh
komisi daripada badan negara lainnya, dan tidak pernah ada komentar
yang dibesar-besarkan dan tidak pantas tentang peradilan dalam
menjalankan fungsi pengambilan keputusannya. Bahkan ada penyelesaian
sengketa) dapat menimbulkan kecurigaan publik yang meluas di banyak
negara dan dianggap sebagai contempt of court. Kebebasan berekspresi
dijamin sebagai hak asasi manusia, tetapi dalam kaitannya dengan
peradilan kebebasan ini dibatasi oleh aturan prosedural, dan pembatasan
ini secara hukum dapat berupa hukuman pidana. Negara-negara Eropa
yang dipandang sebagai pendukung demokrasi yang sangat liberal bahkan

membatasi kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan peradilan
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Kemudian mahkamah menjelaskan mengenai Pasal 87B UU
4/2014 yang menimbulkan banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal a quo
menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan”.
kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan terlebih dahulu yang
dalam hal ini akan menghasilkan pertimbangan hukumnya. Permasalahan
hukum yang ada adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan
dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU
memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh
karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan
peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Selanjutnya
menyangkut frasa yang menyatakan, "harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini
diundangkan." Penjelasan Pasal 87B menyatakan, “Cukup jelas”. Oleh
karena itu, klausa ini harus ditafsirkan berdasarkan pembentukan kalimat
atau frasa tertulis, dengan memperhatikan struktur kalimat dan bahasa
yang digunakan, dan tidak boleh ditafsirkan di luar kerangka bahasa yang
digunakan atau kerangka individu. Itu tidak bisa ditafsirkan berdasarkan
interpretasi pemerintah, DPR. Sebab hukum, lambang bahasa, mengikat
masyarakat dan merupakan milik rakyat. Frasa yang mengandung kata
“harus” harus memiliki makna normatif yang harus diikuti. Kegagalan

untuk melakukannya merupakan pelanggaran terhadap perintah "wajib".
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Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah
“harus” tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober
2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan
tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut.
Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran
menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan Pasal 87B dimaksudkan
untuk memberikan kuasa kepada pembuat peraturan pelaksana untuk
mendelegasikan. Membaca formula, bagaimanapun, otoritas delegator
adalah bersyarat. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus ditetapkan paling
lama 3 (tiga) bulan". jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan
sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus.
Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari
2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk
Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat
Peraturan Pemerintah. Bagian 87B telah kedaluwarsa. Artinya,
kewenangan untuk mengeluarkan perintah penegakan telah berakhir.
Kemudian timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo yang
menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal
87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan,

artinya “delegasi untuk mengatur”. Menurut Mahkamah, meskipun bentuk
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hukumnya adalah peraturan pemerintah, namun ayat (3) melimpahkan
kewenangan untuk membentuk Komisi Ahli dan Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi, meskipun keduanya terpisah. Kekuasaan untuk
mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengarah pada peraturan umum,
sedangkan kekuasaan untuk membentuk panitia khusus dan dewan
kehormatan mengarah pada keputusan khusus.

Namun pertanyaan selanjutnya adalah kapan ada kewenangan
untuk membentuk komisi ahli dan dewan kehormatan hakim konstitusi.
Hal ini diatur oleh Pasal 87B ayat (3) UU 4 tahun 2014 yang
menyatakan:"Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial". Sejak
PERPU a quo diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan,
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum
ditetapkan, sehingga semestinya “Komisi Yudisial sudah harus
menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi”.
Demikianlah maksud PERPU tersebutterlepas konstitusional atau tidak
konstitusionalnya mengenai apa yang harus dilakukan olen Komisi
Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut.
Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan Pernyataan di atas jelas
menunjukkan betapa rancunya redaksi PERPU a quo yang bertujuan
melibatkan Komisi Yudisial dalam mengajukan pengawasan kepada hakim

konstitusi dan mengawasi Mahkamah Konstitusi.
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Dengan kata lain, Mahkamah menilai pengawasan hakim konstitusi
oleh Komisi Yudisial melanggar UUD 1945, karena kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tidak mampu menjamin
independensi dan imparsialitas. Artinya, anggota Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam menilai
(mengontrol) kinerja hakim konstitusi dan pada akhirnya tetap tunduk
pada kontrol komisi yudisial. Padahal, Mahkamah Konstitusi dibentuk
berdasarkan UUD 1945 dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan UUD
1945 dengan sebaik-baiknya, termasuk hubungan ketatanegaraan antar
lembaga negara. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menjalankan
kewenangannya sehari-hari secara bebas dan mandiri tanpa tekanan dari
salah satu pihak.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah tersebut di
atas, menurut Mahkamah, keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi tidak lagi terkait dengan Komisi Yudisial sebagaimana diatur
dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b. UU 7/2020. Namun demikian, agar
tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (stagnan) yang terdiri dari salah satu unsur sebelum dilakukan
perubahan oleh pembuat undang-undang, Mahkamah dapat menetapkan
penggantian unsur yang berasal dari Komisi Yudisial. terdiri dari unsur-
unsur tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi, yang memahami hukum
dan konstitusi serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, untuk

kemudian bersikap netral dan mandiri terhadap keanggotaan Majelis
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Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan adanya
penggantian komposisi tersebut, maka dapat segera melanjutkan
penyusunan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh
pengadilan berdasarkan Pasal 27A Ayat (7) Undang-Undang a quo. yang
pada pokoknya memuat ketentuan lebih lanjut tentang susunan anggota,
susunan dan tata cara sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya ini, hakim Mahkamah Saldi Isra berpendapat
berbeda (dissenting opinion) bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi
Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) sebenarnya tergantung pada model pembentukan MKMK itu
sendiri. Jika MKMK dibentuk sebagai majelis tetap yang tugas dan
fungsinya sehari-hari mengawasi hakim konstitusi, maka kehadiran
anggota-anggota dari bagian-bagian Komisi Yudisial di MKMK
bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak sesuai dengan Putusan MK
No. 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Karena pertimbangan hukum
dalam menjatuhkan putusan, hakim konstitusi tidak termasuk dalam
pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Sardi Isla mengatakan dalam keterangannya bahwa model
pembentukan MKMK bersifat ad hoc dan akan dibatalkan jika berperan
dalam tindak lanjut. Tidak dapat dikatakan bahwa unsur Komisi Yudisial

sebagai anggota MKMK bertentangan dengan hakikat putusan Mahkamah
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Konstitusi No. 005/PUUIV/2006. Selama ini MKMK selalu diposisikan
dan dibentuk sebagai ad hoc. Dengan demikian, keberadaan anggota
Komisi Yudisial di antara anggota MKMK tidak menjadi masalah.
Prosedur yang ditetapkan oleh MKMK terbatas pada pemrosesan dan
pertimbangan laporan dugaan pelanggaran berat oleh hakim terlapor atau
hakim tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MKMK memiliki
kewenangan pengambilan keputusan terbatas berupa sanksi atau
rehabilitasi.

Dengan kata lain, Fokus MKMK selama ini hanya pada
pengolahan dan pemeriksaan laporan perkara yang diserahkan kepadanya,
tetapi tidak pada pengawasan hakim konstitusi yang sedang berlangsung.
Jika tidak ada saran atau pendapat mengenai hal tersebut, MKMK tidak
akan dibentuk dan tidak akan mengambil tindakan untuk menindaklanjuti
hal tersebut. Oleh karena itu, MKMK yang hanya bersifat ad hoc untuk
mempertimbangkan kasus-kasus khusus dan konkrit, seharusnya melalui
MKMK tidak diikutsertakan partisipasi anggota Komisi Yudisial yang
selama ini membantu Mahkamah Konstitusi dengan pengalaman dan
keahliannya secara tepat. Dalam menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim yang
diberitahukan atau hakim dugaan. Terakhir, anggota Komisi Yudisial
secara kuantitatif hanya satu dari lima anggota MKMK lainnya, kecuali

hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi, guru besar hukum, dan tokoh
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masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai organisasi.

Lanjutnya, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam MKMK
selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal
ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota
Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi No 49/PUUIX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-1X/2011 a quo, meski
menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah
hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal dari DPR,
Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan,
keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin
diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
yang kemudian diperbaruimenjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No
2/2014 tentang MKMK dengan tetap memasukan 1 (satu) orang pimpinan
Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaaan di dalam MKMK. Artinya,
secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum UU 7/2020 Mahkamah
Konstitusi telah mengakui keberadaan anggota Komisi Yudisial di
lingkungan MKMK selama lebih dari sepuluh tahun.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran hakim konstitusi,
Dewan Etik dibentuk sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020. Pembentukan Badan Kehormatan selama ini setidaknya atas
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prakarsa Mahkamah Konstitusi sebagai jembatan untuk pengumpulan,
pengolahan dan pemeriksaan laporan dan informasi pelanggaran
Mahkamah Konstitusi sebelum hasilnya diteruskan ke MKMK. . Menurut
ketentuan Mahkamah Konstitusi di atas, anggota Badan Kehormatan
terdiri dari hakim konstitusi tidak resmi: mantan hakim konstitusi, guru
besar hukum, dan tokoh masyarakat. Padahal, Majelis Kehormatan
dibentuk untuk mengatasi potensi benturan kepentingan (conflict of
interest) yang bisa timbul dengan hakim konstitusi yang didakwa
melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, keberadaan dewan etik atau badan tetap lain
yang bergelar serupa sebenarnya dapat mencegah terjadinya benturan
kepentingan ini sekaligus menghindari penilaian subjektif. Keluarnya
penilaian atas dugaan pelanggaran hakim konstitusi yang sedang menjabat,
sekalipun dilakukan dalam kerangka RPH, tentu menimbulkan rasa malu
dan malu di kalangan hakim, terutama dalam hubungannya dengan diri
sendiri dan orang lain. Itu akan menimbulkan perasaan malu. hakim
konstitusi bersama. Dalam hal ini, pembentukan Majelis Etik bertujuan
untuk mencapai sikap yang lebih netral dan objektif dalam memeriksa dan
mengevaluasi temuan dan laporan yang diterima. Poin penting adalah
dimasukkannya hakim yang duduk sebagai anggota MKMK bermasalah
berdasarkan Pasal 7 Pasal 27A(2) UU 2020. Dalam hal ini, hakim
konstitusi yang tidak terdaftar juga dapat menjadi anggota MKMK,

dengan ketentuan hanya satu atau lebih hakim konstitusi yang terdaftar.
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Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi terlapor,
lalu siapa yang menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif.

Bahwa pentingnya keberadaan dewan etik ini telah diperhatikan
dalam naskah akademik RUU Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan pada
tahun 2017 oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN). Mengenai landasan hukum pembentukan
dewan etik yang selama ini hanya diatur dalam peraturan Mahkamah
Konstitusi, naskah akademik tersebut bahkan mengisyaratkan bahwa
“perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim”.
Penguatan kelembagaan Majelis Kehormatan memang akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
diuraikan dalam naskah akademik, vyaitu, ‘“dengan meningkatkan
pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah
Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum
Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula
kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah
Konstitusi”.

Namun, jika Majelis Kehormatan atau perangkat lain yang
bernama serupa tidak dibentuk kembali di masa mendatang, maka
alternatif terbaik adalah menjadikan MKMK sebagai perangkat tetap,
menggantikan kewenangan dan tugas Majelis Kehormatan, sebagaimana

kita ketahui. itu, dengan pengawasan hakim konstitusi. sehari-hari. Jika
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dibentuk MKMK tetap, anggota Komisi Kehakiman tidak lagi berhak
menjadi anggota.

Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK

sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020,
masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah
sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota
Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang
memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta
tidak menjadi anggota dari partai politik” Tanpa penjelasan yang jelas dan
komprehensif tentang sifatnya, apakah sementara atau permanen,
berdasarkan Pasal 27A(2) UU Juli 2020, MKMK tidak dapat benar-benar
memahami kepatuhan terhadap kode etik konstitusi. Ada risiko kerugian.
Pertimbangan. Hakim Sardi Isla menilai, seharusnya Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan di
atas.
. Amar Putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konsistusi

Dalam pengujian materiil tentang pengujian Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusimajelis Mahkamah

Konsistusi Menyatakan sebagai berikut:
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Pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi Mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi Menyatakan Pasal
27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “l1 (satu) orang
anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh
masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan
konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi Memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.



BAB IV
ANALISIS KETERLIBATAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI
PENGAWAS HAKIM KONSISTUSI DALAM MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSISTUSI

(Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022)

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022
Menurut pendapat dan pandangan penulis, apabila diamati dari isi
Putusan-Putusan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konsistusi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dalam pengujian
materiil, peneliti mengamati secara seksama mengenai pembatalan dan
pemberian tafsir beberapa pasal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.
Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 27
A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang
perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
mahkamah konsistusi bertentangan dengan Undang-Undang dasar tahun
1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1
(orang)anggota komisi Yudisial” tidak dimaknai “ 1 (orang) dari unsur
tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum
dan konsistusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”

adalah penafsiran yang kontradiksi dengan diposisikan dan dibentuknya
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Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi Yang bersifat ad hoc
(sementara).

Selanjutnya putusan mahkamah konsistusi yang menyatakan
mengganti “ 1 (orang) anggota komisi yudisial” dengan “1 (orang) tokoh
masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan
konsistusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun”
dengan alasan hadirnya komisi yudisial dalam kenggotaan majelis
kehormatan mahkamah konsistusi menjadikan mahkamah tidak dapat
mewujudkan sifat independensi dan imparsiallitasnya, Namun dengan
terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konsitusi aktif akan
potensial menimbulkan problematika dan jebakan baru dalam menegakkan
kode etik dan pedoman perilaku hakim konsistusi ini sama saja tidak dapat
mewujudkan sifat independensi dan imparsialitas mahkamah konsistusi
contohnya pada kasus pencopotan hakim aswanto dimana advokat zico
menemukan perubahan substansi putusan perkara nomor: 103/PUU-
XX/2022 terkait uji materi dari UU MK. Adapun substansi yang
dibacakan sebagai berikut; “Dengan demikian pemberhentian hakim
konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena
alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada
ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-
menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak

dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat
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(2) UU MK dan seterusnya.” Sementara dalam salian putusan yang tertulis
sebagai berikut: "Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum
habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan:
mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua
Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus
selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak
dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat
(2) UU MK, Hal ini yang menimbulkan banyak problematikan dan
pertanyaan kepada MK yang menanggap dirinya bersifat independensi dan
imparsialitas.

Kemudian pada pengujian materiil, Hakim Mahkamah Konstitusi
melanjutkan acara persidangan melalui pembuktian guna mempelajari
secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, serta Undang-Undang Dasar
1945 dalam hal ini sebagai dasar Hakim mempertimbangkannya. Dalam
uji materiil mengenai Pasal | angka 10 UU 7 Tahun 2020 Tentang
Mahkamah Konsistusi yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b, yang
kemudian peneliti jelaskan secara runtut seperti berikut mengenai
penjelasan dalam tiap pasalnya.

Pasal 27 A ayat (2) menyebutkan

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;

b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial'
c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;
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Bahwa pasal | angka 10 UU 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah
Konsistusi yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b tersebut bertentangan
secara konstitusional dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), serta Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Negara indonesia adalah negara hukum
2. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan ke
adilan.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.

Dalam duduk perkara Pemohon menjelaskan alasan sebab Pasal |
angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b diajukan.
Bahwasannya Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dapat menjadikan
mahkamah tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan
imparsiallitasnya karena kekuasaan kehakim bersifat merdeka sebab
Komisi Yudisial yang merupakan “auxiliary state organs” (lembaga
negara penunjang), Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan
Indonesia. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya
berkenaan dengan lembaga-lembaga negara 9 yang terdapat dalam
Undang-Undang Dasar. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas,
yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar

Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, lembaga negara yang
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bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR, DPD,
MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, dan KY. Jika dilihat
tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua
kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga
negara utama (Main State's Organ) dan lembaga negara yang mempunyai
fungsi melayani yang disebut (Auxiliary State’s Organ). BPK, DPR, DPD,
MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA dan MK merupakan Main
State’s Organ sedangkan KY adalah Auxiliary State’s Organ.® Atas
alasan tersebutlah KY tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi
hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi
pihak dalam sengketa kewenangan lembaga.

Kemudian Mengingat dalam permohonan ini materi yang diuji
berkaitan dengan Mahkamah, maka kiranya perlu bagi Pemohon untuk
menyampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa putusan Mahkamah
sebelumnya telah secara tegas dan jelas menyatakan dirinya memiliki
kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang meskipun
materi undangundang yang diajukan pengujiannya bersinggungan atau
bahkah berhubungan secara langsung dengan Mahkamah sebagai lembaga,
di mana asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt

om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak

% Sri Soemantri, Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem
Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Surabaya; Departemen Hukum dan HAM RI, Badan
Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,2007),
him. 10.
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seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidaklah dapat

dipergunakan sebagaimana tertuang dalam:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-1/2003, yang
menentukan bahwa asas itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga
“imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk
menghindari  konflik kepentingan (conflict of interest) yang
sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara
biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal
mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek
sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses
peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litisnya
adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih
menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai
hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan
individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip
imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan
kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan
memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih
menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan
mempertahankan  konstitusi dengan tetap menjaga  prinsip
imparsialitas dalam keseluruhan proses.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, yang

menyebutkan bahwa “Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya
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konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi
keniscayaan vyaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal
konstitusi atau undang-undang dasar (the guardian of the constitution)
yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi
merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (the sole judicial
interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran itulah
seluruh  kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada
Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945,bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya;
Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan
memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21
ayat (1) UU MK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi adalah
bertentangan dengan Undang-Undang dasar apabila Hakim Konstitusi
membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional
yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan
tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya.

Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan
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kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan
persoalan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013, yang
memberikan pertimbangan: “Bahwa di samping berdasarkan berbagai
pertimbangan tersebut di atas, dari segi original intent latar belakang
pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya
kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh
karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu
Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang DasarDalam kerangka
fungsi dan wewenangnya yang demikianlah UUD 1945 mendesain
Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan
kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara-perkara
konstitusional sebagaimana disebutkan di atas pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh
seluruh hakim yang berjumlah Sembilan orang (full bar). Dalam
kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim
konstitusi adalah negarawan, vyaitu menyelesaikan persoalan
ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI11/2014, tanggal 13
Februari 2014 yang menegaskan kembali pendapat dan pendirian
Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya tersebut.

Sebagai Hakim, Mahkamah tentunya perlu menjelaskan terlebih
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dahulu pertimbangannya. Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi
Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/2006, tanggal 23 Agustus 2006
telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran
berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan
mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak
berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C
UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi
Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu
Pasal 24A UUD 1945 dan sebelum pasal yang mengatur tentang
Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C UUD 1945, sudah dapat dipahami
bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945
itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku
hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini
dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc |
Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia
Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai
KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan
untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah tidak sejalan
dengan pertimbangannya dalam Putusan Nomor 005/PUUIV/2006 tentang

pengujian pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
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Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pandangan hukumnya
Mahkamah mengatakan, “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (the sole judicial interpreter of
the constitution), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode
penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada
“original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran
demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD
1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama
yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan
berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi
harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang
terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang
lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (staatside€), yaitu
mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang
berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,

Selanjutnya, tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim
konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal
24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-
Undang Mahkamah Konsistusi dan Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman yang dibentuk sebelum pembentukan Undang-Undang Komisi

Yudisial. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konsistusi, untuk fungsi
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pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya
lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23
Undang-Undang Mahkamah Konsistusi. Demikian pula Pasal 44 ayat (1)
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengawasan hakim
konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi”® dalam
hal itu sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi
objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, Selain itu, berbeda halnya
dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim
sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim
Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah
tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan
masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam
keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para hakim
konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan
peran Komisi Yudisial sama sekali, dimana proses rekrutmen hakim
Mahkamah Konsistusi telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang
Mahkamah  Konsistusi. Sebagaimana ketentuan  Undang-Undang
Mahkamah Konsistusi No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Pasal 4 dijelaskan
bahwa hakim MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. Proses pengisian 9 hakim MK tersebut ditentukan

lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa hakim MK diajukan

% pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
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oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh
DPR, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan
masing-masing oleh MA, DPR, dan Presiden dimaksudkan adanya
cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori trias politika.”’
Mahkamah mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih
serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan
perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara
lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek
pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan
sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparsial, khususnya apabila
dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial
dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang terkait dengan perkara a
quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku
hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim
Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi
pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga
konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang
kewenangannya diberikan olen UUD 1945. Padahal, dibentuknya

Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka

" Fence M. Wantu, dkk, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke
Depan”. Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021, him. 244.
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menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk
dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antar lembaga negara.
Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Dari rumusan tersebut, maka
minimal ada 3 (tiga) syarat suatu sengketa kewenangan lembaga negara
dapat menjadi wewenang MK. “Pertama, merupakan sengketa
kewenangan antar lembaga tinggi negara. kedua, kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945. dan ketiga, lembaga negara tersebut memiliki
kepentingan  (interest) langsung terhadap  kewenangan yang
dipersengketakan”.%

Terhadap kewenangan MK dimaksud, Undang-Undang tidak boleh
melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah
Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65
Undang-Undang Mahkamah Konsistusi yang berbunyi, “Mahkamah
Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.
kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal pasal
Undang-Undang Komisi Yudisial yang memperluas pengertian perilaku

hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan

% Soimin, and Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 2013), him. 146.
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oleh Komisi Yudisial. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan
lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga
negara dimaksud adalah Komisi Yudisial. Ketentuan Undang-Undang
yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan
UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang
Mahkamah Konsistusi tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah
Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik
sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan
teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak
dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak
berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung.
Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang
teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di
atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu,
untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan Undang-Undang dengan
menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi
Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial,

maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-
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pasal Undang-Undang Komisi Yudisialharus dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku
mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga
negara antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terjadi di masa-
masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional
antara Komisi Yudisial dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan
Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat
menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka
penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga
konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan
dapat benar-benar ditata dengan sebaik baiknya sesuai dengan amanat
UUD 1945. Atas dasar pertimbangan pertimbangan yang demikian itulah,
maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya
dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sepanjang mengenai Hakim
Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945.

Kemudian hakim Konsistusi menjelaskan pertimbangannya
mengenai pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “dalam Pasal 24B ayat
(1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri,
mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim
Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
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keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi,
kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut,
walaupun dalam batasbatas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan,
bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga
peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku
kekuasan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya
serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24
UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya
lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.”

Selanjutnya hakim Konsistusi juga menjelaskan bahwa dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI1/2014 tanggal 13
Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan
Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsistusi Menjadi Undang-
Undang, juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut
Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme yang
diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan

eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika
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Serikat, checks and balances diwujudkan dengan adanya hak veto oleh
Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres.
Checks and balances tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena
antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku
pemisahan kekuasaan. Dalam buku Checks And Balances Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia dimana dalam buku itu dijelaskan bahwa,
Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami
dari dua sisi politik dan sisi hukum.® Dari sisi poitik ketatanegaraan,
keberadaan MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan
undang-undang yang dimiliki DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar
Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi adanya tirani mayoritas
wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas
rakyat. Jadi, MK merupakan organ Counter-Majoritarian. Hak uji UU
terhadap UUD diberikan kepada MK sebagai kembaga yudikatif yang
sejajar dengan pembuat UU didasari oleh pandangan perlunya checks and
balances. *® kemudian, Prinsip utama yang harus dianut oleh negara
hukum maupun rule of law state adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau
kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan
kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak
bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan

mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan

% Jwan Satriawan SH.,MCL, dkk, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pemilukada
oleh Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Mahkamah konstitusi, 2012), him. 98.

100 Bambang Sadono, dkk, Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), him. 112.
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kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan
eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu
kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan
tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-
Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi
kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya
kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan
koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan
prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman,
bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah
dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara universal dan UUD 1945
telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu
ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur
tangan kepada kekuasaan kehakiman.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan

kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah
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privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari
kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan
kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk
melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif
maupun kekuasaan eksekutif.

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh
cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah
dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim
konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum
apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun
tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata
cara dan forum penyelesaiannya.

Kemudian Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial,
Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-1V/2006,
bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak
terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi
Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi
lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan
Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara
hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai
benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh
sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya

terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan  fungsinya
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menyelesaikan sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan
ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan
sebagai contempt of court. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin
sebagai hak asasi manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan
kehakiman kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas,
bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat dikatakan
sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi
kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga saat ini
diinterpretasikan sebagai kemerdekaan hakim yang absolut, dalam bentuk
putusan yang tidak boleh dinilai oleh pihak lain dan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam
putusan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut mengakibatkan
hakim sebagai perwujudan kekuasaan yudikatif, justru dapat bertindak
sewenangwenang dalam pemeriksaan perkara di semua tingkat peradilan,
sebagai contoh, hakim dapat melakukan tindak pidana dengan
memalsukan berita acara persidangan, membuat putusan penetapan yang
cacat hukum, dan lain sebagainya, sebagai akibat terlibatnya pihak-pihak
yang mempunyai kepentingan dengan perkara diluar proses hukum acara.
Bahwa dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang absolut dan

sangat rentan disalahgunakan tersebut ujungnya berakhir pada tidak
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terwujudnya “penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

Selanjutnya hakim mahkamah juga menjelaskan bahwa dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-X11/2014 tanggal 13
Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan
Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Permasalahan hukum pertama adalah apa yang dimaksud dengan
peraturan pelaksanaan dari PERPU (peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang). Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional
PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) memiliki
kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya,
peraturan pelaksanaan dari PERPU (peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang) juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari
suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87B
Undang-Undang Nomor4 Tahun 2014 ini bersifat umum. Artinya,
peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh
PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) dan bukan
pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU (peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang) sama kekuatan mengikatnya

dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh

0IMohammad Jafar Hafsah, Dkk, Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945
(Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2019 ), him.34.
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pasal a quo secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan
Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan
ini  Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan. Praktek
pembentukan PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang)
di Indonesia dapat ditafsirkan dengan melihat unsur-unsur kegentingan
yang memaksa dari perpu tersebut. Secara konstitusional Perpu merupakan
produk hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945.
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan Perpu sebagai pengganti Undang-Undang. Ketentuan dalam
Pasal 22 UUD 1945 terkait PERPU (peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang) ini adalah merupakan ketentuan yang tetap
dipertahankan dalam beberapa kali proses amandemen UUD 1945. Dalam
artian walaupun amandemen UUD 1945 telah berlangsung berturut-turut
pada 1999 sampai 2002, pasal ini oleh para wakil rakyat tetap berbunyi
sebagaimana teks aslinya dan tidak ikut mengalami proses amandemen
dalam bunyi pasalnya. Hal ini berarti seluruh presiden Indonesia merujuk
norma konstitusi yang sama dalam menerbitkan PERPU (peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang) dan dengan menggunakan alasan
yang sama yakni “kegentingan yang memaksa”. Yang berbeda adalah
tafsir masih-masing zaman atas frasa “kegentingan yang memaksa”

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, setiap rezim seolah berlomba
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membentuk perpu sebagai langkah cepat mengatasi problem kenegaraan.
AALF van Dullemen dalam bukunya Staats nood recht en
Democratie menyebutkan ada empat syarat hukum tata negara darurat
yaitu: Pertama, Eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang
dilakukan; Kedua, Tindakan itu diperlukan karena tidak bisa digantikan
dengan tindakan lain; Ketiga, Tindakan tersebut bersifat sementara;
Keempat, Ketika tindakan diambil, parlemen tidak bisa secara nyata dan
bersunguh-sungguh. Bagi Dullemen, keempat syarat tersebut harus
berlaku secara kumulatif.'*

Permasalahan kedua menyangkut frasa yang menyatakan, "harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B
menyatakan, “Cukup jelas”. Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai
berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan
kalimat dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar
bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau
Pemerintah maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam
simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik
pula. Frasa yang menggunakan kata ‘“harus”, pastilah punya makna
normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi
pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU (peraturan

pemerintah  pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2013

108.

1%2Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him.
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diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal
tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah
untuk pelaksanaan PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang) tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran.
Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan
pelanggaran pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B Undang-
Undang Nomor4 Tahun 2014 bermaksud memberikan kewenangan
delegatoir kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca
rumusannya, ketentuan kewenangan delegatoir tersebut disyarati, yaitu,
waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan®. Oleh karena ketentuan ini bukan
mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan,
sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai
perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak
PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) tersebut
diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan
peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah,
sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah.
Pasal 87B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 telah habis masa
berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan
telah daluwarsa;

Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 87B

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 ayat (3) a quo yang menyatakan,
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“Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal
87B ayat (2), PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang)
Nomor 1 Tahun 2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya
delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara
konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan
ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel
Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya
merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan
akan menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan
untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan
keputusan yang konkret.

Kemudian menurut Hakim konsistusi, Bahwa hal berikutnya
berkaitan dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B
ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan, "Selama
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim
Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”. Sejak PERPU (peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang) a quo diundangkan sampai

dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana
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dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi
Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU (peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang) tersebut terlepas konstitusional atau tidak
konstitusionalnyamengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi
Yudisial menurut PERPU (peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang) yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat
Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU
(peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) a quo dibuat yang
tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan
Hakim Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Menurut hakim konsistusi Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah merupakan
bentuk penyelundupan hukum Kkarena hal tersebut secara jelas
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-1V/2006,
tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang
mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap
tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang
inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya
judicial review ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang

dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan
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UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan
imparsialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan
Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap
kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap
menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek
pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah
Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar
UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, termasuk dalam konteks
hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga,
Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas
merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kemudian berdasarkan pertimbangan dari hakim konsistusi di atas
menurut Mahkamah konsistusi dalam keanggotaan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur
sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka
Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi
Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas

tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota
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dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan
independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut
Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah
Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat
ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal
27A ayat (7) Undang-Undanga quo yang menyatakan pada pokoknya
ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara
persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam
peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal putusan tersebut, hakim mahkamah Saldi Isra
memberikan pendapat Yang berbeda (dissenting Opinion)  bahwa
persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat bergantung
dari bagaimana model pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK)itu sendiri. Apabila Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK) dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan
tugas dan fungsi sehari-harinya untuk mengawasi hakim konstitusi maka
keberadaan anggota dari unsur Komisi Yudisial di dalam Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tersebut menjadi
bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006.

Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim
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konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya
diawasi oleh Komisi Yudisial.

Hakim konstitusi Saldi Isra menyatakan pada pendapatnya
bahwaapabila model pembentukan MKMK bersifat ad hoc yang hanya
dibentuk sementara atau tidak tetap, yang intinya berfungsi untuk
menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang
dilakukan oleh hakim konstitusi, maka keberadaan unsur Komisi Yudisial
sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah
Konstitusi No 005/PUUIV/2006 tersebut.Selama ini, Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) selalu diposisikan dan dibentuk sebagai
Majelis yang Dbersifat ad hoc. Karenanya, tidak ada yang
mempermasalahkan keberadaan unsur anggota Komisi Yudisial dalam
keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di
dalamnya. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
yang dibentuk secara ad hoc tersebut terbatas untuk melakukan
pengolahan dan penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan
pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim
Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa
Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta keterangan dari para
pihak yang terkait. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya berwenang terbatas untuk

menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi. Objek pemeriksaan
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Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat
berupa laporan atau temuan.'%®

Selanjutnya hakim Saldi Isra menjelaskan pula dalam
pertimbangannya, Dengan kata lain, selama ini Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya fokus untuk menindaklanjuti dan
memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan
kepadanya, dan bukan untuk mengawasi para hakim konstitusi setiap
harinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konsistusi
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi
pada pasal 11 ayat 1 “Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi” dan pada pasal
13 ayat 1 “Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan
dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media
massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau dari masyarakat luas™.'®*
Apabila tidak ada usulan atau pengajuan kepadanya, maka Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak akan dibentuk dan
tidak akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi
tidak beralasan apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

(MKMK)yang hanya bersifat ad hoc untuk memeriksa kasus konkret dan

103 pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.

10%pasal 11 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konsistusi Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi.
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spesifik juga harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial
yang selama ini justru dengan pengalaman dan keahlianya telah banyak
membantu Mahkamah Konstitusi, melalui Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK), dalam menindaklanjuti adanya laporan mengenai
dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau
Hakim Terduga. Lagi pula, secara kuantitatif, anggota Komisi Yudisial
hanyalah salah satu unsur dari lima unsur keanggotaan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) lainnya, selain Hakim
Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan
tokoh masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial secara komposisi
juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) selama ini juga tidak pernah
mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat
dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam
keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUUIX/2011,
tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No
49/PUU-1X/2011 a quo, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi
Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berasal dari
DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial.

Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam Majelis
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Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) justru semakin diperkuat
pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No
2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
dengan tetap memasukan 1 (orang) pimpinan Komisi Yudisial sebagai
unsur keanggotaaan di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK). Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi telah
menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat ad hoc sejak
lebih dari satu dekade yang lalu.

Selanjutnya apabila pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK) bersifat ad hoc, lalu perangkat apa yang perlu
dibentuk secara permanen atau tetap untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etika Hakim Konstitusi.
Pengalaman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,
untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi,
dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik selama ini dibentuk atas
inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi jembatan untuk
melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau
informasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim

Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke Majelis Kehormatan
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Mahkamah Konstitusi (MKMK). Merujuk Peraturan Mahkamah
Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik ini terdiri atas unsur di luar
hakim konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1
(satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh
masyarakat. Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk
mengatasi terjadinya potensi benturan kepentingan (conflict of interest)
yang dapat muncul di antara hakim konstitusi yang diduga melakukan
pelanggaran.

Pengalaman sebelum terbentuknya Dewan Etik, setiap laporan
terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi
disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya,
Ketua Mahkamah Konstitusi akan menilai, laporan mana yang harus
ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme
terdahulu, unsur subjektivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat
menonjol dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut.

Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan
nama sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya
conflict of interest sekaligus menghindarkan penilaian yang subjektif.
Menyerahkan penilaian terhadap dugaan pelanggaraan terhadap hakim
konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan melalui forum rapat
permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengandirinya
langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung

ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan
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membentuk Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih
objektif dalam memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang
diterimanya. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan, melibatkan
hakim aktif sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK) sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2)
Undang-UndangNomor 7 Tahun 2020 adalah sesuatu yang problematik.
Dalam hal ini, bilaman yang dilaporkan hanya satu atau beberapa orang
hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat
menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi yang
dilaporkan, siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim
konstitusi aktif. Bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat
masuk ke dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 melalui Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). Bahkan, terhadap dasar hukum pembentukan Dewan
Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan “perlu
dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim” (Naskah
Akademik, hlm. 54). Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan
meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik tersebut, yaitu: dengan
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meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui
Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan
memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap
mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi

Namun demikian, apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan
nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka
alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi perangkat bersifat permanen
guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang
jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari.
Jika pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak
bisamenjadi unsur anggota.

Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana fungsi Dewan
Etik seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,
masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah
sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (orang) anggota
Komisi Yudisial menjadi 1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang
memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta
tidak menjadi anggota dari partai politik” tanpa terlebih dahulu

menjelaskan sifat, ad-hoc atau permanen, Majelis Kehormatan Mahkamah
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Konstitusi (MKMK) adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan
terdapatnya 1 (orang) anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK)dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik
dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif
perihal sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub
dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 justeru
potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim Konstitusi. Hakim Saldi Isra berpendapat berdasarkan
pertimbangannya diatas seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan a quo.

Pertanyaan dari pertimbaangan hakim Saldi Isra benar terjadi
Setelah di laporkannya 9 orang hakim konsistusi serta 1 orang panitera dan
1 orang panitera pengganti oleh Advokat Zico Djagardo Leonard ke Polda
metro jaya Zico menduga ada individu hakim yang sengaja mengubah
substansi itu sebelum di-publish di website MK. Hal ini yang menjadi
cerita sejarah panjang dimana baru pertama kalinya 9 orang hakim MK
dilaporkan kepada pihak kepolisian.105

Menurut pandangan dan pendapat peneliti ada atau tidak adanya
satu unsur keanggotaan komisi yudisial dalam Majelis kehormatan
mahkamah konsistusi tidak berpengaruh kepada pengawasan hakim

konsistusi karena Majelis kehormatan Mahkamah Konsistusi di bentuk

% Andi Saputra, Pertama dalam Sejarah, 9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke
Polisi,https://news.detik.com/berita/d-6547048/pertama-dalam-sejarah-9-hakim-konstitusi-
dilaporkan-ke-polisi, Diakses pada Minggu 21 Mei 2023.



https://news.detik.com/berita/d-6547048/pertama-dalam-sejarah-9-hakim-konstitusi-dilaporkan-ke-polisi
https://news.detik.com/berita/d-6547048/pertama-dalam-sejarah-9-hakim-konstitusi-dilaporkan-ke-polisi
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oleh mahkamah konsistusi sendiri dan selama ini tugasnya hanya sekedar
mempelajari laporan yang masuk Bukan mengawasi Hakim Konsistusi
dalam kesehariannya dalam hal ini putusan dari pada majelis kehormatan
mahkamah konsistusi tidak memberikan pengaruh yang kuat, maka dari itu
perlunya pembentukan lembaga pengawas bagi hakim konsistusi sangatlah
penting sebab hakim mahkamah tugasnya berkaitan erat dengan
konsistusi, setelah dibentuknya lembaga tersebut Komisi yudisial bisa di
sertakan dalam kenggotaannya karena memiliki pengalaman lebih dalam
hal pengawasan hakim tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat seta
menambahkan dan memperkuat kedudukan serta kewenangannya dalam
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu.

. Analisis Tentang Konsep Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawas
Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XX/[2022

Dalam perkembangan selama rentang satu dasawarsa, kedua

kewenangan Komisi Yudisial yang tertera dalam pasal 24 mengalami
dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada
tingkat legislasi di DPR, ajudikasi melalui judicial review oleh Mahkamah
Konstitusi Rl dan Mahkamah Agung RI maupun tingkat regulasi pada
peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah
Agung.

Pada tingkat legislasi terjadi penafsiran yang ekstensif terhadap
kewenangan Komisi Yudisial, tetapi penafsiran tersebut dibatalkan oleh

proses ajudikasi di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review terhadap
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beberapa Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang kewenangan
Komisi Yudisial. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada tingkat
regulasi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang pada awalnya
ditafsirkan secara ekstensif, tetapi kemudian mengalami pembatasan
melalui proses judicial review di Mahkamah Agung. Dinamika pengaturan
tersebut berjalan seiring dengan pasang surut hubungan kelembagaan
antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai kewenangan Komisi Yudisial yang diatribusikan
oleh UUD 1945 tidak semata-mata menyangkut persoalan normatif, tetapi
berkaitan dengan dinamika sosio-legal yang mempengaruhi pengaturan
tersebut.*®

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, boleh jadi
berkemungkinan mengabulkan permohonan Pemohon atau menolaknya.
Tapi disamping itu juga berkemungkinan bahwa permohonan yang
diajukan dapat tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang
ditetapkan. Putusan Mahkamah Konstitusiyang meniadakan satu keadaan
hukum atau menciptakan hak atau kewenangantertentu. Sehingga,
maknanya putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi

suatu keadaan hukum atau hak dan atau kewenangan.*®’

196 Ajdul Fitriciada Azhari, Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim
Berintegritas (Jakarta Pusat: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), him.
1.

07 Adam Malik, “ImplikasiYuridisPutusanMahkamahKonstitusiNomor 22-24/PUU-
XV11/2008MengenaiPengujianPasal214Udang-
UndangNomor10Tahun2008TentangPenetapanCalonTerpilih  Anggotalegislatif”.  Skripsi.
Padang:2012, him.62.
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Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim jika menyangkut
pengujian Undang-Undang mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konsistusi, berkaitan Komisi Yudisial sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi
Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmie P. Foekh, dan Wahiduddin
Adams, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang
terbuka untuk umum pada hari rabu, 8 juni 2022. Putusan Mahkamah
Konstitusi itu menanggapi permohonan uji materiil oleh Ignatius Supriadi
yang bekerja sebagai seorang advokat.

Mahkamah konsistusi dalam pengujian materiil mengabulkan
permohonan sebagian yaitu sebagai berikut;

Terhadap Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi
menyatakan atas dasar pertimbangan hukumnya sehingga pasal tersebut
kemudian bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
frasa “l (satu) orang anggota Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang)

dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang
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memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai
politik manapun”.

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah konsistusi tersebut
Komisi Yudisial Sebagai salah satu badan pengawas kehakiman
Kewenangannya semakin tumpul dan berkurang. Sesuai yang tertera
dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Pengawasan dapat dengan mudah menimbulkan masalah antara
lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasiKhusus dalam hal
pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial, resistensi kerap kali
muncul karena fungsi pengawasan eksternal yang dimiliki Komisi
Yudisial adalah sebuah hal baru yang masih asing bagi Mahkamah Agung.
Sebelumnya, Mahkamah Agung adalah lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap semua lembaga peradilan di Indonesia. Konsep
pengawasan dalam Trias Politica telah menunjukkan bahwa pengawasan
yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhadap diri sendiri bukan

merupakan  pengawasan  yang  efektif  karena  menimbulkan

kesulitankesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.
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Mahkamah Agung beranggapan bahwa pemanggilan hakim dan
hakim agung yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Mahkamah
Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dapat
merendahkan martabat dan kehormatan hakim yang mana hal tersebut
semestinya harus dijaga oleh Komisi Yudisial dalam rangka menciptakan
peradilan yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan
memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Tetapi pihak Komisi Yudisial beranggapan bahwa ia melaksanakan
tugas dan kewenangan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang,
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan
perilaku hakim. Ternyata kedua lembaga negara ini sulit untuk mencapai
titik temu dan masing-masing bertahan dengan persepsinya sendiri-sendiri,
dan pada akhirnya ditempuh jalan Judicial Review ke Mahkamah
Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman oleh 31 hakim agung. Pada intinya 31 hakim agung tersebut
berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan
pengawasan terhadap hakim agung.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan
sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 yang
intinya adalah bahwa:

a. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh

Komisi Yudisial.

b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi
Yudisial.
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c. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi
terhadap hakim dibatalkan.'%

Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi ini  dianggap
kontroversial, akan tetapi harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak
apalagi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan momentum sejarah
dalam perjalanan Komisi Yudisial kedepan sebagai lembaga negara
konstitusi.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-
IV/2006 maka Komisi Yudisial dapat dikatakan antara ada dan tiada dalam
sistem Kketatanegaraan Indonesia. Secara kelembagaan ada akan tetapi
kewenangan dan fungsinya menjadi tereliminasi.” Keberadaan Komisi
Yudisial hanyalah sebagai pelengkap saja bagilembaga negara yang lain
dalam lingkup lembaga negara kekuasaan kehakiman, hal ini memang
sangat ironi, sebagai lembaga negara yang keberadaan dan
kewenangannya diamanatkan langsung (atributif) oleh UUD ternyata tidak
dapat bekerja secara optimal. Harapan masyarakat yang begitu besar
terhadap adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dapat
mengawasi dan mengontrol perilaku para hakim dan hakim agung ternyata
tidak terbukti dan terlaksana. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak
menguntungkan bagi para hakim dan lembaga peradilan itu sendiri, karena
masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap lembaga peradilan

terutamanya dalam menyelesaikan kasus hukum dan mencari keadilan.

198pytusan MK Nomor : 005/PUU-1V/2006
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Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang
membatalkan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, hakim agung
dan hakim konstitusi, dapat melemahkan kekuasaan kehakiman, karena
akan muncul rasa kurang percaya (distrust) oleh masyarakat terhadap
peradilan. Pengawasan eksternal terhadap hakim, menurut penulis di era
modern ini tetap harus ada, hal ini sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas dari pejabat pemerintahan dan negara yang merupakan
tuntutan dari masyarakat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka
kewenangan Komisi Yudisial hanya tinggal dalam hal menyeleksi
pencalonan hakim agung untuk mengisi kekosongan hakim agung di
Mahkamah Agung, kondisi ini tidak sesuai dengan sebutan sebagai
lembaga negara yang diamanatkan langsung oleh UUD (lembaga negara
konstitusi) dan bertugas selama 5 Tahun.

Sebelum UUD 1945 dilakukan amandemen memang benar bahwa
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 masih berlaku dan Mahkamah Agung
memegang kekuasaan tertinggi dalam hal pengawasan (semua bidang).
Akan tetapi sejak amandemen ke 3 UUD 1945 (Tahun 2001) pengawasan
terhadap perilaku hakim sudah diamanatkan kepada Komisi Yudisial.
Kondisi ini menurut penulis mengindikasikan bahwa dalam pembuatan
UU yang saling berkaitan belum ada sinkronisasi diantara UU tersebut, hal
ini ke depan harus menjadi perhatian serius oleh pemegang kekuasaan

pembentuk UU yaitu DPR dan Presiden. Pada waktu itu ada wacana untuk
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menyelesaikan sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
negara yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari
UUD 1945.* Akan tetapi ada aturan yang mengganjalnya yaitu Undang-
Undang yang mengatur bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjadi
pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (Pasal 65 Undang-
Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).'° Adanya
Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, melemahkan posisi Komisi
Yudisial karena Komisi Yudisial tidak dapat mengajukan penyelesaian
sengketa kewenangan konstitusional dengan Mahkamah Agung di
Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan yuridis ini Komisi
Yudisial seharusnya melakukan Judicial Review terhadap pasal tersebut ke
Mahkamah Konstitusi karena menurut penulis Pasal 65 Undang-Undang
No. 24 Tahun 2003 tersebut tidak konsisten dan berpotensi bertentangan
dengan UUD 1945. Akan tetapi pada saat itu hal tersebut tidak dilakukan
oleh Komisi Yudisial, padahal jelas pasal tersebut sangat merugikan
Komisi Yudisial, sehingga perselisihan antara Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut peneliti sikap Komisi Yudisial tersebut terlalu kompromistis

199 pasal 24C Ayat (1) UUD 1945
110 pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4316.
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sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Mahkamah
Agung dan tidak ada kepastian hukum.

Disisi lain kalau diamati bahwa salah satu tugas dan kewenangan
Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa
kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari
UUD 1945. Disitu jelas berlaku umum dan tidak ada pengecualian, akan
tetapi dalam tataran Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam UUD 1945 tersebut
tereduksi dengan mengecualikan (mengeluarkan) Mahkamah Agung dari
lembaga negara yang menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah
Konstitusi, padahal Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang juga
kewenangannya bersumber dari UUD 1945.*

Dalam kepemimpinan Komisi Yudisial periode kedua, ada
pimpinan Komisi Yudisial yang dilaporkan oleh Humas dan Bagian
Kepegawaian Mahkamah Agung kepada polisi karena dugaan pencemaran
nama baik institusi yaitu Mahkamah Agung. Pimpinan Komisi Yudisial
tersebut berkomentar kepada media bahwa adanya rumor “budaya setor”
di lingkungan badan peradilan untuk menjadi ketua pengadilan. Namun
masalah ini akhirnya dapat diselesaikan juga dengan damai oleh kedua
belah pihak.

Dinamika selanjutya yang terjadi antara Komisi Yudisial dan

Mahkamah Agung adalah kasus hakim Sarpin Rizaldi yang mana masih

11 pasal 24C ayat (1) UUD 1945
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hangat di telinga kita tentang kasus yang sempat menghebohkan
masyarakat. kasus Hakim Sarpin Rizaldi yang menjadi kontroversi yang
mana putusannya menggugurkan status tersangka Budi Gunawan dan juga
pembangkangannya terhadap pemanggilan dirinya oleh Komisi Yudisial
dan menganggap remeh Komisi Yudisial. Hakim Sarpin Rizaldi semakin
menuai kontroversi dengan menantang para pimpinan Komisi Yudisial
yang mengkritik putusan dan juga perilaku hakim Sarpin Rizaldi, yang
mana menyebabkan saling lapor ke polisi antara hakim Sarpin Rizaldi dan
Pimpinan Komisi Yudisial. Kemudian, Komisi Yudisial pun mengeluarkan
rekomendasi sanksi terhadap hakim Sarpin Rizaldi berupa non palu selama
6 bulan. Namun, rekomendasi sanksi tersebut di tolak oleh Mahkamah
Agung. Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial telah memasuki
ranah teknis yudisial yang mana hal itu bukan kewenangan Komisi
Yudisial.

Dari beberapa dinamika kerjasama antara Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung diatas, Komisi Yudisial memandang bahwasannya
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidaklah sungguh-
sungguh menghargai kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan
pengawasan eksternal. Hal ini dipandang daribanyaknya hakim yang tidak
mau dating dan tidak mau memberi klarifikasi mengenai tuduhan yang
ditujukan kepadanya. Disamping itu, banyak rekomendasi sanksi yang
telah di putuskan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti oleh

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengeksekusi
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rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial tersebut. Mahkamah Agung
beralasan bahwa ditolaknya rekomendasi sanksi tersebut karena Komisi
Yudisial telah memasuki ranah teknis Yudisial yang mana hal tersebut
bukanlah kewenangan Komisi Yudisial. Tetapi di satu sisi Komisi
Yudisial membantah bahwa mereka sudah memasuki ranah teknis yudisial.

Dengan banyaknya dinamika yang terjadi dalam menjalin
hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menurut peneliti
ada tiga Faktor yang melatar belakangi kurang baiknya kerjasama antara
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pertama, pengawasan eksternal
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan hal yang tabu bagi
Mahkamah Agung, dan juga bagi para hakim. Sikap para hakim yang lebih
terlihat tidak setuju dibandingkan mendukung pengawasan yang dilakukan
oleh Komisi Yudisial. Sikap hakim tersebut dapat dilandasi oleh semangat
untuk mempertahankan diri dan eksistensi lembaga dari campur tangan
Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal. Ditambah pula
dengan awal yang buruk dari Komisi Yudisial ketika baru dibentuk
langsung membuat kebijakan yang kontroversi dimata Mahkamah Agung.
Kedua, banyaknya perbedaan pendapat (khususnya yang menyangkut
teknis yudisial) yang sering terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah
Agung mengenai objek pengawasan perilaku hakim. Dalam pandangan
Mahkamah Agung teknis yudisial bukanlah merupakan kewenangan
Komisi Yudisial, yang mana teknis yudisial adalah domain hakim yang

ditegakkan berdasarkan prinsip independesi peradilan yang tidak dapat
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dicampuri Komisi Yudisial. Sedangkan bagi Komisi Yudisial, Komisi
Yudisial sebisa mungkin dan bahkan merasa tidak pernah memasuki ranah
teknis yudisial. Ketiga, kurangnya komitmen dari Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung untuk menjalin kerjasama kemitraan.'*?

Menurut Prim Fahrur Razi sebagaimana dikutip kembali oleh Jaja
Ahmad Jayus, pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai
apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan
pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat
diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama
terulang lagi. Secara umum akuntabilitas kekuasaan kehakiman
bermasalah bilamana terjadi adanya kelemahan sistempengawasan internal
lembaga, tidak terkonsolidasinya sistem pengawasan internal dan
eksternal, serta tidak terintegrasinya pengawasan melekat dan fungsional,
serta tidak diakomodasinya partisipasi publik baik melalui penanganan
klaim dan komplain maupun kontribusi ide dan gagasan untuk turut serta
menjaga martabat dan penghormatan kekuasaan kehakiman, adanya
masalah dalam karakter dan integritas dari hakim dan unsur pimpinan
lembaga, dan adanya kelemahan dalam sistem dan prosedur operasional
kekuasaan kehakiman. Selama ini keberadaan Komisi Yudisial belum

optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan keluhuran

12 M. zulfikar Rhomi Prayoga, “Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial
(Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)”. Skripsi. (Jakarta, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2018), him. 64.
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martabat dan kehormatan hakim, hal itu dibuktikan dengan masih
maraknya mafia peradilan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.™

Pengawasan eksternal terhadap hakim oleh Komisi Yudisial
memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim
dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan
dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik
profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya
dengan baik dan benar, maka bukan hanya kepastian hukum dan keadilan
yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim pun terpelihara. Kemudian bagaimana konsep pengawasan
kehakiman oleh komisi yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial
mengembangkan konsep pengawasan dengan pendekatan preventif dan
represif. Secara etimologi, kata preventif identik dengan pengertian
menjaga yang apabila diartikan dalam bahasa Inggris adalah asal kata
"prevent" yaitu mencegah atau menjaga. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, arti dari "menjaga" atau "mencegah adalah mengawasi sesuatu
supaya tidak mendatangkan bahaya. Sedangkan represif identik dengan

pengertian memaksa atau dengan kata lain menegakkan. Kata penegakan

113 Jaja Ahmad Jayus, Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial antara Etika dan Tes
Yudisial, dalam Optimalisasi Wewenanag Komisi Yudisial Dalam mewujudkan Hakim yang
Berintegritas (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2016), him. 66.
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berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mendirikan
atau membuat tegak.™*

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku Hakim, salah satu tugas Komisi Yudisial adalah
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Terkait
dengan model strategi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, hasil
penelitian menemukan bahwa model pengawasan yang digunakan adalah
model strategi pengawasan aktif dan pasif. Model strategi pengawasan
aktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap
kasus atau perkara yang memiliki 5 (lima) kriteria, yaitu: (i) kasus tersebut
menyita perhatian publik; (ii) menyangkut isu politis; (iii) ada intervensi
terhadap hakim; (iv) ada keperpihakan hakim; dan (v) diduga berpotensi
terjadi praktek mafia peradilan.

Sedangkan model strategi pengawasan pasif adalah pengawasan
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap kasus atau perkara yang
dilaporkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Meskipun dalam praktek hasil
penelitian juga menemukan bahwa kasus atau perkara yang dilaporkan
oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan atau
Pedoman Perilaku Hakim juga memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari
lima kriteria yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan

pengawasan aktif. Strategi pengawasan ini apabila merujuk pada ketentuan

1% Nuruddin Hady, DKk, Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka
Reformasi Keadilan (Malang: Inteligensia Media, 2018), him. 26.
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Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial
menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentangdugaan
pelanggaran Kode etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim Untuk
melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui penerimaan
laporan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode
etik dan atau pedoman perilaku hakim, maka Komisi Yudisial dapat
meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim 12
Alas dasar itulah, Komisi Yudisial mengeluarkan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanganan laporan masyarakat,
sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi
perilaku hakim.'*

Adapun kelemahan model strategi Pengawasan hakim oleh Komisi
Yudisial yang selama ini yang belum dioptimalkan adalah belum
terbangunnya kerjasama strategis antara Komisi Yudisial dengan
Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang
mandiri dan terpercaya. setidaknya kerjasama strategis tersebut dapat
dilakukan dalam beberapa hal,**® yaitu:

Pertama, menjaga independensi peradilan dan independensi hakim.
Dalam hal ini, keduanya harus berjalan seiring. Di mana, pembenahan

secara kelembagaan juga diikuti dengan perbaikan secara kelembagaan

5 Nuruddin Hady, Dkk, Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka
Reformasi Keadilan (Malang: Inteligensia Media, 2018), him. 75.

118 5aldi Isra, Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Dalam
Hermansyah, Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia ( Jakarta: Sekertaris jenderal
Komisi Yudisial, 2014), him. 75.
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juga diikuti dengan perbaikan secara personal perilaku hakim. Keberadaan
Komisi Yudisial akan dapat membantu Mahkamah Agung untuk menjaga
agar lembaga peradilan dapat dipulihkan dan rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat. Dimana secara bersamaan, Komisi Yudisial
dapat membantu untuk mengawal hakim-hakim Mahkamah Agung dan
hakim-hakim badan peradilan dibawahnya agar menjaga kehormatan dan
keluhuran martabatnya. Pada saat bersamaan, Komisi Yudisial sekaligus
dapat dijadikan mitra strategis untuk memperoleh calon-calon hakim yang
lebih mumpuni dan berintegritas melalui proses seleksi yang lebih terbuka
dan melibatkan Komisi Yudisial.

Kedua, Komisi Yudisial dapat menjadi mitra strategis Mahkamah
Agung dalam melakukan pengawasan terhadap proses peradilan yang
berjalan. Dalam arti, semua proses yang dilakukan betul-betul profesional
untuk melayani para pencan keadilan melalui peradilan yang betul-betul
dapat dipercaya. Mahkamah Agung dapat memanfaatkan keberadaan
Komisi Yudisial untuk mereformasi proses peradilan yang dilakukan
badan-badan peradlan di bawahnya. Komisi Yudisial dengan jaringan yang
dimiliki dapat dijadikan mitra untuk memberikan penilaian lebih obyektif
terkait kondisi peradilan dibandingkan laporan yang diterima Mahkamah
Agung dari badan-badan peradilan yang ada.

Ketiga, Komisi Yudisial perlu menggencarkan jejaring dengan
Kampus untuk mempermudah tugas Komisi Yudisial dalam melakukan

investigasi, pengaduan maupun review kasus. Selain itu, pelibatkan
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masyarakat juga diperlukan dengan membukapengaduan secara periodik,
misalnya 2 bulan sekali atau beberapa jangka waktu tertentu. *’secara
prosedural dan substansial, Komisi Yudisial harus memanfaatkan aktor-
aktor yang memiliki intensitas tinggi di dalam proses peradilan yakni
terlibat secara aktif dalam penegakan hukum seperti LBH, advokat biro
konsultasi dan bantuan hukum, serta organisasi sosial masyarakat dan
LSM. Disamping itu, untuk mengawal kinerja Komisi Yudisial agar dapat
menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, Komisi Yudisial butuh
dukungan bahkan bermitra dengan masyarakat, perguruan tinggi, dan
media massa.

Kemudian Perlunya membangun sinergitas dan menjaga
kesinambungan jejaring yang telah dijalin Komisi Yudisial, hasil
Penelitian Noor M. Azis, dkk, menemukan setidaknya ada beberapa
kondisi yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga
keberlangsungan jejaring ini, antara lain: (i) Jejaring yang memiliki
keterbatasan dalam membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi
Yudisial, sehingga tidak dapat bertindak jauh dengan mengatasnamakan
Komisi Yudisial; (ii) Jejaring tidak boleh terjebak pada kerjasama yang
bersifat proyek, karena kerjasama tersebut harus didasari pada kesetaraan
dan kemandirian sebagai wujud partisipasi publik; (iii) Jejaring harus
selalu menjaga komitmen bersama agar tidak menjadi alat bagi

kepentingan lain yang dapat merusak tujuan awal pembentukannya; (iv)

7 Nuruddin Hady, DKk, Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka
Reformasi Keadilan (Malang: Inteligensia Media, 2018), him. 78.
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Komisi Yudisial harus senantiasa menjaga hubungan dengan Jejaring agar
tidak lemah dalam melaksanakan fungsinya. Pelibatan jejaring yang telah
dibangun Komisi Yudisial ini merupakan bentuk peranserta masyarakat
dan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran
pengawasan Komisi Yudisial ditengah keterbatasan SDM, keterbatasan
jumlah Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan anggaran yang dimiliki
Komisi Yudisial.

Keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial inilah Mohammad
Najih, berpandangan agar Komisi Yudisial membutuhkan peranserta
masyarakat untuk melakukan tugas pemantauan secara sukarela Institusi
negara seperti Komisi Yudisial ini, tidak selamanya mempunyai
kemampuan yang utuh sehingga tetap perlu peran serta masyarakat seperti
ada LSM yang melakukan tugas pemantauan secara sukarela karena
kadang masyarakat itu lebih percaya pada institusi-institusi croil society
daripada institusi negara, jadi harus bekerja secara bersama-sama baik itu
institusi negara maupun institusi yang dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela dan itu harus dihargai oleh negara dan masyarakat harus diberi
ruang untuk terlibat dalam melakukan pemantuan peradilan. Untuk
memperkuat fungsi pengawasan Komisi Yudisial, Herlin Wijayanti
berpandangan agar kantor penghubung Komisi Yudisial merekrut relawan
dari mahasiswa dari jurusan yang linier dan perlu dilakukan sosialisasi dan

pelatihan relawan secara bertahap, misalnya dimulai dari lingkungan
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perguruan tinggi, sehingga diharapkan akan muncul relawan yang secara
suka rela terlibat dalam melakukan pemantauan peradilan. **®

Berdasarkan analisis peneliti Konsep keterlibatan Komisi Yudisial
sebagai pengawasan hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
56/PUU-XX/2022. Komisi Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari
keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsistusi yang pada saat
ini memiliki Cakupan kewenangan Mengusulkan Pengangkatan Hakim
Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan, melindungi dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan atau
Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman
Perilaku Hakim.

Karenanya kewenangan Komisi yudisial dalam ranah pengawasan
hakim perlu dikembangkan dan di kuatkan lagi dengan melibatkan
beberapa langkah berikut ini:

Pertama, Memperkuat Peran serta kewenangan Komisi Yudisial
Sebab secara kelembagaan Komisi Yudisial harus diperkuat tidak hanya
sebatas penambahan berdirinya kantor penghubung di beberapa daerah,
tetapi peningkatan SDM, sarana/prasarana, dan sumber daya dukung

anggaran juga diperlukan, serta Komisi Yudisial perlu dilengkapi dengan

18 Nuruddin Hady, DKk, Penguat Komisi Yudisial Model Strategi Dalam Rangka
Reformasi Keadilan (Malang: Inteligensia Media, 2018), him. 79.
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alat kelengkapan pengawasan yang sesuai dengan fungsinya seperti
inteligen

Kedua, Melibatkan Publik dan Organisasi Masyarakat Sipil, Secara
prosedural dan substansial, Komisi Yudisial harus memanfaatkan aktor-
aktor yang memiliki intensitas tinggi di dalam proses peradilan yang
terlibat secara aktif dalam penegakan hukum seperti LBH, advokat, biro
konsultasi dan bantuan hukum, Organisa Sosial Masyarakat (Ormas) dan
Organisasi Kepemudaan (OKP) Oleh karena itu, aktor aktor tersebut
terutama yang telah terbangun menjadi jejaring Komisi Yudisial perlu
dioptimalkan lagi melalui program-program pelatihan dan relawan yang
secara suka rela dapat membantu Komisi Yudisial untuk memperkuat
peran dan fungsi Komisi Yudisial. Terlebih lagi ekspektasi masyarakat
akan kinerja Komisi Yudisial masih belum nampak. Model jejaring seperti
inilah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
relawan dan jejaring yang punya komitmen untuk memberikan informasi
dan ikut mengawasi terjadinya korupsi di beberapa daerah dimanfaatkan
dan dioptimalkan keberadaannya oleh KPK Keempat, untuk mendukung
model strategi pengawasan aktif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial
terhadap kasus atau perkara yang memiliki lima Kkriteria, diperlukan
ketersediaan anggaran yang memadai dan diperkuat dengan SDM yang
mumpuni terutama di masing-masing kantor penghubung Komisi Yudisial
yang jangkauan wilayah pemantauannya luas atau didasarkan pada jumlah

laporan dari masyarakat yang cukup banyak.
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Ketiga, Meningkatkan Keterbukaan, Transparansi dengan
memberikan akses kepada publik untuk melihat dan mengawasi proses
pengawasan serta menerima laporan dari masyarakat secara cermat dan
menanggapinya secara cepat kemudian memastikan bahwa laporan
tersebut benar atau tidak dengan stategi yang dibentuk komisi yudisial.

Keempat, Komisi Yudisial dapat meningkatkan kesadaran dan
pendidikan mengenai peran penting Komisi Yudisial sebagai lembaga
pengawas hakim yang menjaga harkat serta martabat hakim melalui
kampanye, seminar, atau pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat
umum, yang diadakan secara terbuka dan bisa diikuti siapa saja, dengan
tujuan untuk meningkatkan wawasan dan memberikan pemahaman bahwa
masyarakat juga melaporkan hal-hal yang dilakukan oleh hakim yang
menyimpang dari kode etik perilaku hakim.

Pada Tahun 2022, Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim
memiliki empat Program Prioritas Nasional, yakni pengembangan
integritas hakim, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim,
advokasi hakim dan klinik etik, dan pelatihan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan.

Pertama, terkait pengembangan integritas hakim. Di mana, target
indeks integritas hakim tahun ini 7,36 dengan pagu anggaran Rp6 miliar.
Saat ini, unit terkait sedang melakukan penjajagan dengan lembaga survei

dalam rangka pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim.
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Kedua, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, di
mana jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi sebanyak 735
hakim, dengan pagu anggaran Rp 2,5 miliar.

Ketiga, advokasi hakim dan klinik etik, di mana jumlah kegiatan
advokasi hakim dan klinik etik direncanakan akan berjalan sebanyak 16
kegiatan, dengan pagu anggaran Rp3 miliar. Realisasinya, telah dilakukan
penyelenggaraan kegiatan pencegahan terjadinya PMKH bersama aparat
penegak hukum untuk wilayah Pekanbaru secara hybrid pada 9 Februari
2022. Selain itu, ada juga sosialisasi modul mentor klinik etik dan
advokasi pada 25 Februari 2022.

Keempat, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan. Diagendakan, jumlah hakim
yang mendapatkan pelatihan KEPPH serta teknis hukum dan peradilan
sebanyak 600 hakim, dengan pagu anggaran Rp 7,8 miliar. Saat ini telah
dilaksanakan pelatihan KEPPH serta teknis hukum peradilan untuk 179

hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Keterlibatan Komisi

Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Konsistusi Dalam Majelis Kehormatan

Mahkamah Konsistusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-

XX/2022) peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konsistusi
Nomor 56/PUU-XX/2022. Untuk dapat mewujudkan sifat
independensi dan imparsialitasnya Hakim Konsistusi menyatakan
Tidak lagi Melibatkan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi kemudian agar tidak terjadi
kekosongan Hakim Konsistusi mengganti 1 (orang) unsur
keanggotaan dari Komisi Yudisial dengan 1 (orang) dari unsur tokoh
masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum
dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun.

2. Konsep keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim pasca
putusan Mahkamah Konsistusi Nomor 56/PUU-XX/2022, Komisi
Yudisial bukan lagi menjadi bagian dari keanggotaan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konsistusi yang pada saat ini memiliki
Cakupan kewenangan Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan
hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan

persetujuan, melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran
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martabat, dan perilaku hakim, Menetapkan Kode Etik dan atau
Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung,
dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau
Pedoman Perilaku Hakim. Karenanya kewenangan Komisi yudisial
dalam ranah pengawasan hakim perlu dikembangkan dan di kuatkan

lagi.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti agar kedepannya tidak terjadi hal seperti

serupa.:

1.

Bagi Hakim, dalam sebuah putusannya memiliki Implikasi dalam
melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum Indonesia, swrta
mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku. Maka dari itu harus
memperhatikan sisi keadilan dalam semua putusannya.

Pemerintah, agar lebih memperhatikan publik atas kebijakan yang
telah dibuat. Selanjutnya agar kewenangan Komisi Yudisial dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim perlu diperkuat, terutama dalam 2 (tiga) hal,
yaitu: (1) Kewenangan Komisi Yudisial diperluas bukan saja dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku Hakim, tetapi juga menjagadan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta untuk semua aparat penegak
hukum, seperti Jaksa, Polisi dan perilaku Hakim, karena pihak-pihak

yang turut andil dalam mafia peradilan dimulai dari kepolisian, jaksa
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dan hakim. Sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 24B
UUD Negara Rl Tahun 1945; Komisi Yudisial juga perlu diberikan
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang diduga
melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung Oleh karena itu,
perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 22D ayat (1) UU Nomor 18
tahun 2011 Komisi Yudisial seharusnya diberikan kewenangan secara
mandiri untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku hakim oleh hakim, bukan sekedar dapat meminta bantuan
kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu dilakuan
perubahan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011.

Bagi masyarakat, mempertahankan keaktifan dalam ikut sertanya
mengenai perlindungan dan pengawasan atas kebijakan-kebijakan

pemerintah yang dikeluarkan.
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unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan
tidak terafiliasi dengan partal politk atau tidak memilki latar belakang di
bidang politik serta pemerintahan;

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia,

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi vang mulia memandang perlu dan layak,

maka kam: memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adiinya
(ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktkan dalinya, Pemochon telah
mengajukan alat bukti suratitulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti
P-4 sebagai berikut;

T Bukti P-1 ;. Fotokopi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

R Bukti P-2 . Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1945;

3, Bukti P-3 . Fotokopl Kartu Tanda Penduduk Pemaohon:

4. Bukti P-4 . Fotokopi NPWP Pemahon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945},
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon

adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, In casu pengujian
materiil norma Pasal 27A ayat {2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6554, selanjutnya
disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunya: kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemehon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat {1) UU MK;
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b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dibarikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU-11/2005,; bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus

memenubhi lima syarat. yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UuD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konslitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian:

¢ kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penaiaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi,

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan

pada Paragrai [3.3] dan Paragral [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya

mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berkut;

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materill Pasal 27A ayat (2) huruf b UU
712020 yang menyatakan:

(2) Untuk menegakkan Kode Etk dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dbentuk Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdin atas:

a ..

b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial

2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut {(dall selengkapnya termuat lengkap pada bagian
Duduk Perkara):
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a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja
sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);

b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan
profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-
hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta
bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pemohon merasa hal tersebut di samping
akan menghambat pelaksanaan tugas Pemochon selaku Advokat juga telah
menyebabkan terjadinya inkonsistenst dar peraturan perundang-undangan
yvang beraku bag: Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas
mencideral prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam
kanstitusi.

¢. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan
ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk
menjalankan tugas profesinya secara baik.

d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi berasal dar anggota Komisi Yudisial dan timbul
sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial
sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan
terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu
kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin
pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa
dan memutus perkara.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukli atau tidak terbuktinya
dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo yang diuji oleh
Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai
perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu
bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah
Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu
kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan
secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang
berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) hurut
b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah
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secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang
terjadi dengan beriakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memlliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permaohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalitkan inkonstitusionaltas norma Pasal
27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemochon mengemukakan argumentasi
sebagaimana selengkapnya terah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagat salah
satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak
tepat. sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945 Karena Komisi Yudisial
yang merupakan ‘auxiliary state organs” (lembaga negara penunjang} tidaklah
dapat memperaleh peran untuk mengawas: hakim Mahkamah melalui Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang
Komisi Yudisial dapat menjad pihak dalam sengketa kewenangan lembaga.
Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawas| hakim yang menangani
perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi
hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik
kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisl
Yudisial daiam Majeiis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan
mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung
kemandirian hakim konstitusi dalam menjaiankan tugas dan wewenangnya.

2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak
mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3} juncto Pasal 28D ayat {1} UUD 1945 karena
melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan
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[3.10] Menmbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama
permohanan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional
yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah
ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945
dikarenakan salah satu keanggaotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari
Komisi Yudisial.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah
terlebih dahulu akan mepertimbangkan hal-hal sebagal berikut:

[3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi
hakim konstitus:, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-
1Vi20086, tanggal 23 Agqustus 2006 telah memperimbangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1.a. Hakim Konstitusi

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan
Mahkamah Konstitust, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon
dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujan undang-undang
terhadap undang-undang dasar, Akan tetapi, pada hakkatnya, substansi
permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan
konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama
lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD
1945 Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal
substantif yang dimohonkan oleh para Pemahon dengan menilai maten norma
yang terdapat dalam UUKY dan UUKK yang dimohonkan pengujannya
terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas
kewenangan.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penalsiran
berdasarkan “original intenf’ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan
mengenal KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan
ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari
sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal
yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebeium pasal
yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat
dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD
1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku
hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini
dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc |
Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia
Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai
KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk
mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa
yang dimaksud dengan periiaku hakim menurut Pasal 248 ayat {1) UUD 1945
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tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk
sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan
terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis
Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian
pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekal tidak menentukan bahwa Hakim
Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya
dengan hakim biasa, Hakim Konstitus: pada dasamya bukanlah hakim
sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi
hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (Ima) tahun dan setelah tidak lag
menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing
kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan
mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur
dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali;

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula
alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segaia
upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek
pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim
Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara menjad: terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai
pihak yang tidak dapat bersikap imparsal, khususnya apabila dalam praktik
timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti
hainya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan
perkara a guo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian
perilaku hakim dalam Pasal 248 ayat (1} UUD 1945 mencakup perilaku Hakim
Kaonstitusi dapat mengebin kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan
tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas
mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945, Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan
UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan
dengan sebalk-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan
konstitusional antarlembaga negara. Oieh karena itu, salah satu kewenangan
yang diberikan kepada Mahbkamah Konslitusi sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

Terhadap kewenangan MK dimaksud. undang-undang tidak boleh melakukan
pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi
tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang
berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjad: pihak dalam sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah
Konstitusi”, kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-
pasal UUKY yang memperluas pengertian penlaku hakim sehingga mencakup
Hakim Konstitusi sebagal objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua
ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya
dalam ha! salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan
undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi. jelas
bertentangan dengan UUD 1945, Qieh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 85
UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah
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Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebaga pemohon ataupun
termahon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial)
Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa
kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkait dengan
pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian,
sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak
berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Kaonstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara
di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam
penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai
objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka
ketentuan mengenai hakim konstitus! yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY
harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus
dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa
kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang
akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan
lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagal
salu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang
bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu
tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan
antarlembaga negara ci masa depan capat benar-benar difata dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945 Atas dasar pertimbangan-
pertimbangan yang demikian itulah. maka sejauh mengena ketentuan Pasal
1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dafam UUKY sepanjang mengenai Hakim
Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945;

2.h. Pengawasan

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial
bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan
Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehaormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan
frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta penlaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan
KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-
batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan
untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradian melainkan
terhadap individu fungsonaris hakim, Sebagai pelaku kekuasan kehakiman,
balk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitus!
merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam
melaksanakan kewenangan justisiainya lembaga peradilan tidak dapat
diawasi cleh lembaga negara yang lain.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1-2/PUU-X11/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan
terkait dengan kewenangan Komisi Yudisiai untuk mengawasi hakim konstitusi yang
pada pokoknya sebagai berikut:
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[3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi
Yudisial dalam pembentukan Majelis Keharmatan Hakim Konstitusi.
Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa checks and balances
adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara
kekuasaan ‘egisiatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti
yang terjadi di Amerika Serikat, checks and balances diwujudkan dengan
adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah
disahkan oleh Kongres. Checks and balances tidak ditujukan kepada
kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang
kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan Prinsip utama yang
harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state adalah kebebasan
kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan
terhadap kekuasaan kehakiman dan lembaga negara apa pun yang
menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan
fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum,
kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan
koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatil. Kareksi terhadap
kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara,
yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan
keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan
Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradian untuk
mengoreks: kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan
adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan
koreksi tethadap Undang-Undang dilakukan dengan memberl kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip
pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk
campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang.
Prinsip tersebut telah diterima secara wuniversal dan UUD 18945 teiah
mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun
yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada
kekuasaan kehakiman;

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadiian.
Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatas) kebebasan
kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah
privilege dari kekuasaan kehakiman itu sendir, melainkan ruh dari
kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan
kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk
melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legisiatif
maupun kekuasaan eksekutif,

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang
kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin
dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi,
terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang
bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana
yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan
forum penyelesaiannya.
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Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah
memutus dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus
2006, bahwa Hakim Mahkamah Kenstitusi tidak terkait dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal Z4B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga
pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagl lembaga yang berwenang
untuk menilai benar atau tidak benamya putusan Mahkamah sebagai
putusan 'embaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah
terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinifai benar atau tidak
benarmya oleh lembaga negara vang lain, alih-alih oleh sebuah komisi,
bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap
kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan
sengketa (dispute settlerment) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan
publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt of
court. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagal hak asasi
manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman
kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan
pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Negara Eropa yang dapat dikatakan sebagai
penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan
menyampalkan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Hal demikian dapat ditemukan dalam Article 10 European Convention on
Human Rights yang menyatakar:

(1) Everyone has the right (o freedom of expression. This right shall
include freedom to hold opinions and to recieve and impart information
and ideas without interference by public authority and regardiess of
frontiers. This article shall not prevent States from requiring the
licensing of broadcasling television or cinema enterprises.

{2) The exercise of these freedom since it carnes with it duties and
responsibilities, may be subject to such formalities, conditicns,
restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in
a democratic society, in the interests of national securily, teritorial
integrity or public safety, for the prevention of disorder or erime, for the
protection of health or morals, for the protection of the reputation or
rights of others, for preventing the disclosure of information received in
confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the
Judiciary.

Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal
dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi
kebebasan tersebut dem: menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga
peradilan, dan tentunya hal tersebut diperiukan untuk menegakkan negara
hukum, bukan untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan,
Persoalannya justru bagaimana dengan sislem ketatanegaraan Indonesia
yang tidak berdasarkan demakrasi liberal. Apakah dalam penggunaan hak
kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dan negara-negara
Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya;

Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis
Kehormatan tidaklah langsung, namun Pasal 878 UU 4/2014 menimbulkan
banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal a quo menyatakan, “Peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini
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harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.”

Permasalahan hukum pertama adalah apa yang dimaksud dengan
peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara
konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan
Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga
harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang
Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 878 UU 4/2014 ini bersifat umum.
Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari
selurun PERPU dan bukan pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh
karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang,
maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal a guo secara
konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat {2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mastinya." Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini Pemerintah wajib
membuat peraturan pelaksanaan.

Permasalahan kedua menyangkut frasa yang menyatakan,
harus ditetapkan paling fama 3 {liga) bulan terhitung sejak Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal
87B menyatakan, "Cukup jelas™ Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai
berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulls darl aspek tatanan kalimat
dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang
digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah
maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam simbol
bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa
yang menggunakan kata “harus". pastiiah punya makna narmatif untuk
ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap
perintah “harus” tersebut, PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17
Oktober 2013. Tiga buian dari tanggal tersebut |atuh pada 17 Januari 2014
dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut
Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran
menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana
dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan
kewenangan delegatoir kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika
dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan delegatoir tersebut disyarati,
yaitu, waktunya selama tiga bulan. Ha! tersebut terbukti dari frasa "harus
ditetapkan paling lama 3 {tiga} bufan". Oleh karena ketentuan ini bukan
mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan,
sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah
maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU
tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak
ditetapkan peraturan pefaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan
Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi
kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa;

Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 878 ayat
(3) a quo yang menyatakan, "Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial”
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B
ayat (2} PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya
delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara konstitusional
bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerntah, sedangkan ayat (3) vang
didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda.
Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan
peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk
Panel Ahli dan Majeils Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang
konkret;

Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu
diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama
peraturan pelaksanaan sebagaimans dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim
Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Sejak PERPU a quo
diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan.
sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahii
dan Majelis Kehormatan Hakim Kanstitus:. Demikianlah maksud PERPU
tersebut — terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya — mengenal
apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah
menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas
memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a guo dibuat yang
tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim
Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi,

Peiibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU
4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal
tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor
005/PUU-1V/20086, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara
konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan
Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B
UUD 1945 Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian
maupun tindakan yang inkonstitusional lannya harus dikoreksi oleh
Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya
konstitusi.

[3.12] Menmbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua

putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan
Mahkamah Kanstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudssial
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2] huruf b UU 7/2020 hal tersebut
tidak!ah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah
tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada
pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi
merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam meiaksanakan kewenangan
justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.
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Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh
Komisi Yudisial dinilai Mahkamah berientangan dengan UUD 1945 karena
kewenangan Mahkamah Konstitus| sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat
mewujudkan sifat Independensi dan imparsiaiitasnya. Hal tersebut sama halnya
apabila dalam keanggotaan Majelis Keharmatan Mahkamah Konstitusi yang masih
tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian {pengawasan)
terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap
menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh
Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD
1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 19845 dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan kenstitusional antariembaga
negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjaiankan tugasnya sehari-hari dapat
merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut
Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi
melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2)
huruf b UU 7/2020. Namun. agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis
Kehormmatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur sebelum
dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat
menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur
tokoh masyarakat yang memiliki Integritas tinggi yang memahami hukum dan
konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka
menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi
tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah
Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang
disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 274 ayat (7) UU
a quo yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan,
organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

[3.14] Menmbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan

di atas, Mahkamah dalam amar putusan a quo akan menyatakan Pasal 27A ayat (2)
huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
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hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “ 7 (satu) orang anggota Komisi
Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) darn unsur tokoh masyarakat yang memiliki
integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota
dari partai politik manapun”.

[3.15] Menmbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada
relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permahonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo,

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomeor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076};

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
. Mengabu'kan permohonan Pemohon untuk sebaglan.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Namor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6554)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "1 (satu) orang anggota Komisi
Yudisial" tidak dimaknai “1 {orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki
integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi
angqota dari partai politik manapun”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

6. PENDAPAT BERBEDA

Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya. Hakim Konstitusi Sald Isra
memillki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai benkut.

[6.1] Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagal

anggota Majels Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat
bergantung dari bagaimana model pembentukan MKMK itu sendiri. Apabila MKMK
dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi sehari-harinya
untuk mengawasi hakim konstitusi maka keberadaan anggota dari unsur Komisi
Yudisial di dalam MKMK tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena
tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Kanstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23
Agustus 2006. Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim
konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawas: oleh
Komisi Yudisial.

Namun, apabila mode! pembentukan MKMK bersifat ad hoc yang hanya
dibentuk sementara atau tidak tetap, yanag inftinya berfungsi untuk menindaklanjuti
laparan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi,
maka keberadaan unsur Komisi Yudisial sebagal anggota MKMK dapat dikatakan
tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-
1V//2006 tersebut

Selama inl, MKMK selalu diposisikan dan dibentuk sebagal Majelis yang
bersifat ad hoc, Karenanya, tidak ada yang mempermasalabkan keberadaan unsur
anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK di dalamnya. Sebab, MKMK
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yang dibentuk secara ad hoc tersebut terbatas untuk melakukan pengolahan dan
penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan
oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara
memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta
keterangan dari para pihak yang terkait. Atas hasil pemerksaan tersebut, MKMK
hanya berwenang terbatas untuk menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau
rehabilitasi.

Dengan kata lain, selama ini MKMK hanya fokus untuk menindaklanjuti dan
memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan kepadanya,
dan bukan untuk mengawas! para hakim konstitusi setiap harinya. Apabila tidak ada
usulan atau pengajuan kepadanya, maka MKMK tidak akan dibentuk dan tidak akan
bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan apabila
MKMK yang hanya bersifat ad hoc untuk memeriksa kasus konkret dan spesifik juga
harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial yang selama ini justru
dengan pengalaman dan keahlanya telah banyak membantu Mahkamah Konstitusi,
melalui MKMK, dalam menindaklanjuti adanya |aporan mengenai dugaan
pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Lagi
pula, secara kuantitatif. anggota Komisi Yudisia: hanyalah salah satu unsur dari lima
unsur keanggotaan MKMK lainnya, selan Hakim Konstitusi, mantan Hakim
Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Artinya, anggota
Komisi Yudisial secara komposisi juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam
pelaksanaan tugasnya.

l.ebih ‘anjut, keberadaan anggota Kamisi Yudisial dalam MKMK selama ini
juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat
terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam
keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-
1X/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No
49/PUU-IX/2011 a quo, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial,
namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal
dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan,
keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin diperkuat
pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarul
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menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang MKMK dengan tetap
memasukan 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaaan
d dalam MKMK. Artinya, secara sadar dan penuh tanggung [awab, sebelum UU
7/2020 Mahkamah Konstitus telah menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial
d dalam MKMK yang bersifat ad hoc sejak lebih dari satu dekade yang lalu.

[6.2] Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya, apabila pembentukan MKMK

bersifat ad hoc, lalu perangkat apa yang periu dibentuk secara permanen atau tetap
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marnabat, dan Kode Etika
Hakim Konstitusi?

Pengaiaman sebelum beriakunya UU 7/2020, untuk menjaga kehormatan
dan keluhuran martabat hakim konstitust, dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik
selama ini dibentuk atas inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjad
jembatan untuk melakukan pengumpulan. pengalahan, dan penelaahan |laporan
dan/atau informasl tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim
Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke MKMK. Merujuk Peraturan Mahkamah
Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik i terdin atas unsur di luar hakim
konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakirm konstitusi, 1 {satu) orang Guru
Besar dalam bidang hukum, dan 1 (salu) orang tokoh masyarakat.

Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk mengatasi terjadinya
potensi benturan kepentingan (conflict of interesf) yang dapat muncul di antara
hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Pengalaman sebelum
terbentuknya Dewan Elik, setiap laporan terhadap dugaan pelanggaran yang
diakukan oleh hakim konstitusi disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi. Sefanjutnya. Ketua Mahkamah Konstitus| akan menilai, laporan mana
yang harus ditndaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme
terdahulu, unsur subjeklivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat menon;ol
dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut.

Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama
sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya conflict of interest
sekaligus menghindarkan peniiaian yang subjektif. Menyerahkan penilaian terhadap
dugaan pelanggaraan terhadap hakim konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan
melalui forum rapat permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengan



menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memaosisikan MKMK
sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya
unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang
inkonstitusional. Artinya, memaknai “1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi
1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang
memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai poltik"
1anpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, ad-hoc atau permanen, MKMK adatah tidak
dapat dibenarkan. Terlebih fagl, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK
dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru
dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perlaku Hakim Konstitusi. Dengan
tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihai sifat, ad-hoc atau
permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat {2) UU 7/2020
justeru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim Konstitusi.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya

Mahkamah Konstitusi menoiak permohonan a guo.

aw

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Arief Hidayat, Danie! Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompu!, Enny Nurbaningsih,
Saldi Isra, Suhartoyo. dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu. tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin. tanggal dua puluh. buan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua. selesai
diucapkan pukul 17.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman,
selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh,
Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih,Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar
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dirinya langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung
ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan membentuk
Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih objektif dalam
memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang diterimanya. Satu catatan
penting yang perlu dikemukakan, melibatkan hakim aktif sebagal salah satu anggata
MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 adalah
sesuatu yang problematik. Dalam hal ini, bilaman yang dilaporkan hanya satu atau
beberapa orang hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat
menjadi anggota MKMK. Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim
konstitusi yang diaporkan. siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim
konstitusi aktif?

[6.3] Menimbang bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat masuk ke
dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang
dkeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017
melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional {(BPHN). Bahkan, terhadap dasar
hukum pembentukan Dewan Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan “perlu
dmasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru
untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim" (Naskah Akademik, him 54},
Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik
kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik
tersebut, vaitu: dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semuia diatur
melalui  Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi  Undang-Undang akan
memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan
meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di
Mahkamah Kanstitusi (Naskah Akademik, him. 80).

Namun demikian, apabila Dewan Evk atau perangkat lain dengan nama
sejenisnya di masa mendatang fidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik
lainnya adalah menjadikan MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna
menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal
selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan MKMK

yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisa
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sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ted.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Aswanto Arief Hidayat
ttd. ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul
ttd. ttd.
Enny Nurbaningsih Saldi Isra
ttd. ttd.
Suhartoyo Wahiduddin Adams
PANITERA PENGGANTI,
tid.
Saiful Anwar
Fanltera Jin, Medan Merteka Barat No, & Jaxarts Puaat 100110
Muhidn - NIF 19610818 198302 1 001 Tedp: 021-23520000 Fax: D21-3520177
Digital Signature Email. oMcaglmi.id
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